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ABSTRAK 
 
 

Tesis ini memiliki latar belakang dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hak 
konstitusi yang dialami Pemohon karena tuntutan yang diajukan oleh Direktur 
Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memakai pasal yang 
memiliki definisi yang multitafsir pada salah satu frasanya. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menemukan menganalisis konsep pemufakatan jahat tindak pidana 
korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 dalam konteks pemufakatan, serta analisis fiqih 
siyasah terhadap definisi frasa pemufakatan jahat tindak pidana korupsi. Metode 
peneltian yang penulis terapkan antara lain menggunakan tipe penelitian hukum, yaitu 
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum 
guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Selain itu, pendekatan penelitian ini 
menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan karena yang akan diteliti 
adalah dua aturan hukum, hukum positif Republik Indonesia dan Hukum Islam. 
Pendekatan konseptual juga penulis rasa perlu digunakan untuk mengkaji dan 
menganalisis kerangka pikir dan landasan teori yang penulis gunakan, agar mendapat 
hasil analisis dari segi fiqih siyasah. Setelah melakukan penelitan, penulis mengambil 
hasil analisis sebagai berikut: pertama, frasa pemufakatan jahat tindak pidana korupsi 
perlu mendapat definisi tambahan yaitu ‘jika dua orang atau lebih yang memiliki 
kualitas yang sama saling bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi. 
Kualitas yang dimaksud di sini adalah sebagai pegawai negeri atau pejabat negara 
sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.’; kedua, pada dasarnya tidak ada larangan 
dalam hukum Islam untuk melakukan sebuah tindakan yang hanya dalam sebatas 
pemufakatan, kecuali jika tindakan tersebut bertujuan untuk membahayakan nyawa 
pemimpin pemerintahan atau untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. 
 
Kata kunci: Fiqih Siyasah, Korupsi, Pemufakatan Jahat 
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ABSTRACT 
 
 
Background of this thesis was alleged of violations of human rights and constitutional 
rights experienced by Petitioner because of charge made by the Director of 
Investigation of the Deputy Attorney General for Special using articles that had 
multiple interpretations in one phrase. The purpose of this study was to find an 
analysis of the concept of malicious agreement (conspiracy) on corruption based on 
the decision of the Constitutional Court after the Decision of the Constitutional Court 
Number 21/PUU-XIV/2016 in the context of agreement, as well as an analysis of the 
fiqih siyasah on the definition of the phrase malicious agreement (conspiracy) on 
corruption. The author used legal research method, which is a process of finding legal 
rules, legal principles, and legal doctrines to answered the legal issues she faced. In 
addition, athor also used a statutory research approach because what would be 
examine by the author are two legal rules, the positive law of The Republic of 
Indonesia and Islamic Law. The author felt that conceptual approach also needed to 
be used to analyze the framework and theoretical foundation, in order to got the 
results of analysis in terms of fiqih siyasah. After conducting research, the author 
made the following conclusions: first,the phrase of malicious agreement (conspiracy) 
on corruption need an additional definition, that is ‘if two or more people who have 
the same quality mutually agree to commit a corruption. The quality referred as a 
civil servant or state official as referred to in article 1 paragraph (1) and article 2 
paragraph (2) of the Law on the Eradication of Corruption.’; secondly, basically there 
is no prohibition in Islamic law to carry out an action that is only in the extent of 
agreement, unless the action is intended to endanger the lives of government leaders 
or to overthrow a legitimate government.  
 
Keywords: Siyasah Fiqh, Corruption, Malicious Agreement (conspiracy) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT yang bersifat  

multidimensional, artinya manusia adalah makhluk yang memiliki akal, pikiran dan 

kemampuan untuk berinteraksi secara personal dan sosial, tanpa melepaskan 

identitasnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk 

individu, manusia membutuhkan ruang privat untuk bisa mengaktualisasikan dan 

mengekspresikan identitas dirinya termasuk preferensinya. Sebagai makhluk sosial, 

manusia pada hakikatnya membutuhkan interaksi dengan orang lain dengan tujuan 

untuk bertahan hidup dan mencapai kepentingannya 1 . Oleh karena itu dalam 

kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari pengaruh orang lain sehingga 

manusia dikatakan makhluk sosial (zoon politicon). Istilah zoon politicon sendiri 

berasal dari bahasa latin dimana zoon berarti hewan dan politicon berarti 

bermasyarakat yang secara harfiah berarti hewan yang bermasyarakat atau hewan 

yang bersosialisasi. 

Aristoteles menerangkan bahwa pemakaian istilah zoon politicon pada 

manusia karena perbedaannya dengan hewan dimana manusia ditakdirkan untuk 

                                                           
1Burhan Bungin, Sosiologi Komunikasi, (Jakarta: Kencana, 2013), 25 
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hidup bersosialisasi dan bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup bertahan hidup 

hanya dengan dirinya sendiri. 

Manusia menginginkan agar kepentingan dan keinginannya terlindungi dari 

bahaya yang mengancam. Oleh karena itu manusia memerlukan bantuan dari manusia 

lain dengan menjalin kerjasama untuk memudahkannya mencapai tujuannya, atau 

untuk melindungi dirinya dan kepentingannya. Dalam fitrahnya manusia dicpitakan 

Allah SWT untuk  saling berinteraksi, bermasyarakat dan menjalin hubungan serta 

saling tolong menolong. Kebutuhan bermasyarakat atau berkumpul merupakan naluri 

dasar manusia sendiri yang dinamakan dengan istilah homo socius, yakni makhluk 

yang selalu ingin berinteraksi dengan sesama. Manusia adalah makhluk yang 

cenderung tidak merasa puas dengan apa yang dipunyai dan diperoleh, sehingga akan 

selalu berusaha secara terus-terusan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, 

salah satunya dengan berinteraksi, berkomunikasi, mengeluarkan pendapat, meminta 

bantuan dan menjalin kesepakatan dengan orang lain. 

Setiap orang akan mengenal dan berinteraksi dengan orang lain dalam 

kehidupan sosial bermasyarakat, oleh karena itu perilaku manusia selalu terkait 

dengan pengaruh dari orang lain. Kebutuhan untuk berkumpul atau menjalin 

hubungan dengan orang lain, seringkali didasari atas kesamaan latar belakang, sifat 

atau kepentingan yang ingin dituju, misalnya orang yang berprofesi sebagai 

pedagang, dia akan berinteraksi dan berteman dengan sesama pedagang selain dengan 

penjual, karena dengan bersosialisasi dengan sesama pedagang dia bisa mengetahui 

harga yang disepakati pasar selain juga memperoleh informasi lain yang bisa 
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menguntungkan kegiatannya dalam berdagang. Kebebasan mengeluarkan pendapat, 

berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain serta berserikat atau berkelompok 

dijamin oleh pemerintah Indonesia dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, yang 

berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan 

mengeluarkan pendapat.” Bersosialisasi dalam bentuk berkomunikasi, memperoleh 

informasi dan mengeluarkan pendapat dalam proses bermusyawarah untuk mencapai 

kata mufakat juga merupakan salah satu bentuk dari usaha manusia untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, dan hal itu dijamin oleh konstitusi Indonesia yang tercantum 

dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 yang berbunyi  

“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk 
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk 
mencari, memperoleh, memiliki, menympan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. 

Berinteraksi demi mencapai kata mufakat merupakan ciri dari kehidupan 

bermasyarakat bangsa Indonesia dan tercatat dalam sila keempat dalam Pancasila. 

Tujuan dari pemufakatan adalah agar terciptanya suatu kehidupan bermasyarakat 

yang harmonis, kekeluargaan dalam semangat kebersamaan dan saling bergotong 

royong. Sejak sebelum turunnya Islam di Jazirah Arab, tradisi untuk bermusyawarah 

untuk mencapai kata mufakat telah ada dan hal itu tetap dipertahankan karena 

musyawarah atau saling bertukar pikiran untuk mencapai tujuan bersama yang saling 

menguntungkan merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial.2 Sebagai salah 

                                                           
2 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur’an Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, 
1996), 469 
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satu bentuk interaksi sosial yang melahirkan pertukaran pikiran, gagasan maupun ide, 

tidak jarang pola pikiran antara sesama anggota musyawarah juga ikut terpengaruh. 

Hal ini lah yang kemudian menjadikan salah satu fungsi musyawarah sebagai alat 

untuk membangun kebudayaan masyarakat.  

Manusia pada hakikatnya memiliki tatanan sosial-psikologis dimana adanya 

sesama manusia yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan yang sama atau 

mempunyai tujuan yang sama bisa saling mempengaruhi pikiran, perasaan serta 

perbuatannya. Konflik kepentingan akan terjadi apabila dalam proses untuk mencapai 

keinginannya tersebut merugikan orang lain. Karena pada dasarnya manusia memiliki 

naluri ingin merasa aman dan bebas dari ancaman. Jika kepentingannya merugikan 

orang lain, manusia akan merasa terancam sehingga pada akhirnya terciptalah aturan-

aturan hukum yang melindungi manusia dari perbuatan yang merugikan orang lain 

serta memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. 

Sebagai perwujudan dari bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, 

sebuah negara hukum memiliki kewajiban untuk mengatur tata cara berperilaku yang 

diatur dalam undang-undang sebagai bentuk supremasi hukum untuk memberikan 

jaminan, perlindungan hak dan kepastian hukum bagi seluruh warga negaranya. 

Indonesia memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia seperti yang terdapat 

pada Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “perlindungan, pemajuan, 

penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, 

terutama pemerintah.” Supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia 
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diwujudkan salah satunya dengan memberi aturan yang jelas saat perumusan 

Undang-Undang pidana, sehingga tidak memberikan celah untuk munculnya suatu 

tafsiran yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh 

negara. 

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada 28 januari 2016 

pada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penujian undang-undang (judicial 

review) Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: 

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan 
jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pasal 3, Pasal 5 sampai dengan 
Pasal 14.” 
Menurut Pemohon, hak asasi dan hak konstitusi yang dimilikinya sebagai 

seorang warga negara Indonesia dilanggar oleh Direktur Penyelidikan Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Khusus karena  tuntutan yang diajukan padanya tidak 

memenuhi asas lex certa. Ketidakjelasan makna pemufakatan jahat yang tidak 

membedakan antara delik umum yang tidak membutuhkan syarat kualitas tertentu 

pada subjek delik, dan delik kuantitatif yang membutuhkan syarat dan kualitas 

tertentu pada subjek delik menimbulkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya 

tidak memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusi 

sebagaimana yang dialami oleh Pemohon. Ketidakcermatan frasa “pemufakatan 

jahat” yang ada pada Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena 

merujuk pada pengertian pemufakatan jahat yang terdapat pada Pasal 88 KUHPidana 

yang merupakan sebuah delik umum sedangkan frasa pemufakatan jahat pada Pasal 
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15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik khusus. Hal ini 

menyebabkan frasa pemufakatan jahat bisa ditafsirkan sesuai dengan kehendak 

penegak hukum, padahal semestinya suatu pengertian atau definisi suatu pasal pidana 

harus jelas sehingga tidak bisa menimbulkan celah multitafsir. 

 

Pendapat Eddy OS Hiariej sebagaimana dikutip oleh Luthvi Febryka Nola 

dalam Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi bahwa konsepsi 

“kesepakatan” pada istilah permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi perlu 

dibuktikan dengan adanya meeting of mind yang tidak mengharuskan adanya 

kesepakatan antara yang disuap dengan penyuap atau pemeras dengan yang diperas. 

Namun demikian, dengan adanya kesepakatan dua orang atau lebih untuk meminta 

sesuatu tanpa harus ada persetujuan dari yang akan menyuap atau yang akan diperas 

kiranya sudah cukup kuat. Ditegaskan pula bahwa meeting of mind tidak perlu 

dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup 

dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan 

adanya kesepakatan.3 

Pengaturan tentang permufakatan jahat (samenspanning) dapat ditemukan 

antara lain dalam Pasal 88, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 139a, dan 

Pasal139b, KUHPidana. Dalam Pasal 88 KUHPidana, menyatakan “dikatakan ada 

permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan 

kejahatan”. Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 KUHPidana tersebut 
                                                           
3Info Singkat Vol. VII, No. 24/II/P3DI (Desember, 2015), 3 
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mengatur terkait tindak pidana yang sangat berbahaya dan dapat mengancam 

keamanan pemimpin negara dan kedaulatan negara seperti upaya makar, 

menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, dan pemberontakan. 

Perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai 

ketentuan tentang permufakatan jahat juga terdapat dalam Undang-Undang tindak 

pidana khusus, antara lain diatur dalam Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengartikan permufakatan jahat sebagai: 

“Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang 
bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, 
turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi 
konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau 
mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. 

Permufakatan jahat juga diatur dalam tindak pidana pencucian uang, Pasal 1 ayat (15) 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang juga memberikan arti, yaitu “Permufakatan Jahat 

adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak 

pidana Pencucian Uang”. Sedangkan permufakatan jahat dalam tindak pidana 

terorisme diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan 

“Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan 

untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan 

tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana”. 
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B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis 

mengidentifikasi beberapa masalah, antara lain: 

- Ketidakjelasan makna permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi dalam 

Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

- Analisis fiqih siyasah terhadap definisi permufakatan jahat berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016. 

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terdapat beberapa faktor 

yang bisa dijadikan definisi dari permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Penelitian 

ini membatasi diri untuk mengambil pengertian dari permufakatan jahat tindak pidana 

korupsi berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan analisis fiqih siyasah terhadap Permufakatan Jahat 

Tindak Pidana Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah konsep Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi berdasarkan 

putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016 menurut Pasal 28E ayat 

(3) UUD NRI 1945? 

2. Bagaimana analisis fiqih siyasahkonsep Permufakatan Jahat Tindak Pidana 

Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016? 
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D. Tujuan Penelitian 

Dengan rumusan masalah yang ada, penulis memberikan tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengembangkan secara lebih jelas konsep Permufakatan Jahat Tindak 

Pidana Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016; 

2. Untuk mengembangkan relevansi antara analisis fiqih siyasah terhadap konsep 

Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi dengan konsep Permufakatan Jahat 

Tindak Pidana Korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/. 

E. Manfaat Penelitian 

Dari uraian yang di atas, manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Segi Teoritis 

- Hasil penelitian bisa memberikan sumbangan terhadap pengembangan 

wawasan dalam teori pengembangan Hukum Tata Negara. 

- Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang konsep permufakatan jahat. 

- Hasil penelitian ini dihaarapkan bisa menambah wawasan bagaimana 

menganalisa fiqih siyasah pada definisi permufakatan jahat tindak pidana 

korupsi. 
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2. Segi Praktis 

- Bagi penulis hasil penelitian bisa dijadikan pedoman ketika terjadi persoalan-

persoalan mengenai perbedaan definisi permufakatan jahat dalam delik umum 

dan delik khusus. 

- Dapat memberikan sumbangan ide kepenulisan di perpustakaan UIN Sunan 

Ampel khususnya dalam kajian bidang Hukum Tata Negara. 

- Dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi para pegiat penelitian tentang 

Hukum Tata Negara. 

F. Kerangka Teoritik 

Ada beberapa unsur penting untuk memenuhi penelitian ini yang dapat 

dijadikan sebagai kerangka teori, antara lain: 

1. Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah merupakanagian dari ilmu tata negara Islam yang secara khusus 

membahas mengenai pengaturan kepentingan kehidupan masyarakat dan 

negara. Ruang lingkup pembahasan dari fiqih siyasah  antara lain berupa 

pembuatan perundang-undangan, penegakan hukum, dan kebijakan yang dibuat 

oleh pemerintah yang sesuai dengan ajaran Islam, yang bertujuan untuk 

kemaslahatan warga negaranya. 4   Tetapi A. Djazuli berpendapat bahwa 

hubungan antara pemimpin dan warga negaranya dalam konsep fiqih siyasah 

ini hanya dibatasi dalam pembahasan pengaturan dan perundang-undangan 

                                                           
4 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: Konteskualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenamedia Group, 
2014), 177 
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kenegaraan yang sesuai dengan prinsip agama agar sesuai dengan tujuan 

pemenuhan kemaslahatan manusia.5 

Karena cakupan ruang lingkupnya yang sangat luas dan kompleks, maka 

persoalan dalam fiqih siyasah pada umumnya tidak bisa lepas dari dua hal 

utama, yaitu: 

- Dalil-dalil kulliyat baik yang berasal dari ayat Al-Qur’an maupun dari al-hadis\, 

maqos}idsyar‘i, dan semangat ajaran Islam dalam mengatur kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. 

- Ijtihad ulama, sebagai bentuk dari aturan syariah yang bisa berubah 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. 

Namun para ulama klasik lebih banyak memfokuskan perhatian pada 

pemerintahan dibandingkan dengan negara karena dalam sejarah Islam, masalah 

pertama yang dipersoalkan oleh para sahabat pasca wafatnya Nabi Muhammad 

SAW adalah persoalan kepala negara.6 Seorang kepala negara adalah sosok nyata 

yang menjalankan roda pemerintahan,  negara adalah bentuk organisasi yang bisa 

berubah sesuai dengan kehendak dari pemerintah yang sedang berkuasa. 

Kansil menyatakan pendapat bahwa hakikat musyawarah mufakat adalah ciri 

khas yang bersumber pada paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan dan/atau 

memutuskan seuatu hal yag berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan pikiran 

                                                           
5 A. Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari’ah, (Jakarta: Prenamedia 
Group, 2004), 47 
6 ibid, 49 
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yang sehat dalam mengungkapkan dan mempertimbangkan persatuan dan 

kesatuan bangsa, kepentingan rakyat sebagaimana yang menjadi tujuan 

pembentukan pemerintah bernegara yang telah disebutkan dalam dalam tujuan 

pembentukan pemerintah negara Indonesia termasuk pada alinea keempat 

pembukaan UUD 1945.7 

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016 tentang Permufakatan 

Jahat Tindak Pidana Korupsi 

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara harus berdasarkan pada 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi juga 

berpegang pada alat bukti dan keyakinan hakim konstitusi. Alat bukti tersebut 

sekurang-kurangnya dua seperti bukti seperti yang terjadi pada hakim saat 

memutuskan suatu perkara tindak pidana. Dalam memutuskan suatu perkara, 

Mahkamah Konstitusi harus melalui musyawarah yang diputuskan oleh sembilan 

orang hakim konstitusi dalam sidang pleno. Jika tidak tercapai suatu kesepakatan 

dalam musyawarah itu, makan para hakim konstitusi akan mengambil jalan 

voting atau suara terbanyak. Pendapat dari hakim konstitusi yang berbeda akan 

tetap dimuat dalam putusan akhir yang seringkali disebut sebagai dissenting 

opinion. 

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final karena putusan Mahkamah 

Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan 

                                                           
7 Christine S.T. Kansil, Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2011), 
39 
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tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh lagi. Sementara itu sifat mengikat 

berarti putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi pihak pemohon 

saja tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.8 Sifat putusan ini disebut dengan 

sifat putusan final and binding. Pelaksanaan judicial review No.21/PUU-

XIV/2016 Tentang Permufakatan Jahat Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pada 

dugaan adanya ketidakjelasan makna permufakatan jahat dalam tindak pidana 

korupsi dalam Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga 

munculnya suatu dugaan adanya tindakan pelanggaran hak asasi dan hak 

konstitusi yang dilakukan oleh Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak 

Pidana Khusus yang tidak menyebutkan bentuk dan pasal dari tindak pidana 

korupsi yang sedang diperiksa. Pada putusan akhir MK No.21/PUU-XIV/2016 

tentang permufakatan jahat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Mahkamah Konstitusi memberikan definisi mengenai permufakatan jahat yaitu 

jika dua orang atau lebih yang memiliki kualitas yang sama saling bersepakat 

untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kualitas yang dimaksud di sini adalah 

sebagai pegawai negeri atau pejabat negara sebagaimana yang dimaksud pada 

pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

G. Penelitian Terdahulu 

Sebelum melakukan sebuah penelitian, maka penting agar melakukan 

penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan belum adanya penelitian 

                                                           
8Penjelasan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
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serupa yang telah ditulis sebelumnya, sehingga bisa menghindarkan dari praktek 

plagiat dan tindakan-tindakan lain yang bisa mencederai dunia keilmuan. 

Selama proses penulisan tesis ini, Penulis menemukan penelitian dan karya 

ilmiah yang membahas tentang undang-undang pasca putusan mahkamah konstitusi, 

yaitu tesis dari Bintang Aulia Hutama dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang 

Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 

yang diterbitkan pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang UU 

Ketenagakerjaan dengan pokok permasalahan pertama mengenai ratio decidenci 

putusan Mahkamah Konstitusi yang mendudukkkan pemegang jaminan kebendaan 

tidak dapat menegakkan haknya, dan yang kedua mengenai kedudukan hukum 

pemegang jaminan kebendaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-

XI/2013.9 

Selain itu, Penulis juga menemukan karya ilmiah berupa tesis yang juga 

membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang 

ditulis oleh Sulistyowati yang berjusul Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah tentang 

Batas Usia Perempuan dalam Perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau 

dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. 

Karya ilmiah ini membahas kriteria batas usia perkawinan dalam UU No.1 Tahun 

1974 yang tidak sama antara batas usia laki-laki dan wanita, dimana batas minimum 

usia wanita yang diperbolehkan untuk menikah adalah 16 tahun sementara laki-laki 

                                                           
9Tesis ini berjudul  Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan Pasca Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, ditulis oleh Bintang Aulia Hutama, dipertahankan pada bulan 
Maret 2018 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga 
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berusia 19 tahun. Pembahasan kedua mengenai konsep usia batas usia yang 

diperbolehkan bagi wanita menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah.10 

Kemudian terdapat jurnal yang ditulis oleh Luthvi Febryka Nola yang 

berjudul Permufakatan Jahat dalam Pidana Korupsi yang diterbitkan pada tahun 

2015. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana penerapan delik ini ketika 

menghadapi sejumlah permasalahan sehubungan dengan pembuktian dan unsur 

kesepakatan terkait adanya permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Sampai jurnal 

ini diterbitkan, tidak ada permasalahan yang dihadapi dalam proses pembuktian 

permufakatan jahat tindak pidana korupsi. Luthvi Febryka Nola ini berpendapat 

bahwa ancaman pidana terhadap pelaku permufakatan jahat harus dipertahankan 

untuk melindungi kepentingan umum dari tindak pidana permufakatan jahat 

sebagaimana yang telah diatur dalam beberapa UU yang ada.11 Tetapi dalam jurnal 

ini tidak menyebutkan mengenai kualitas dari setiap orang yang dikenai tindak pidana 

pemufakatan jahat korupsi. Menurut Penulis, Luthvi Febryka Nola dalam 

menyampaikan pendapatnya tidak mempertimbangkan mengenai pengertian dari 

pemufakatan jahat yang digunakan selama ini merupakan definisi untuk delik umum, 

yang menurut Pasal 103 KUHPidana tidak bisa digunakan untuk memberi definisi 

tindak pidana di luar pidana yang ada dalam KUHPidana. Sementara itu dalam UU 

                                                           
10  Tesis ini berjudul Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah tentang Batas Usia Perempuan dalam 
Perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Pasca 
Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, ditulis oleh Sulistyowati, dipertahankan pada bulan Juli 2019, 
Program Studi Hukum Tata Negara, Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya. 
11 Info Singkat Vol. VII, No. 24/II/P3DI (Desember, 2015) 
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Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi, penulis tidak menemukan definsi khusus 

mengenai frasa pemufakatan jahat.  

Dari beberapa karya ilmiah di atas meskipun telah ada penelitian terdahulu 

tentang analisis pasca putusan mahkamah konstitusi dan permufakatan jahat dalam 

tindak pidana korupsi, namun belum ada satu pun penelitian yang mengkaji secara 

komprehensif terkait permufakatan jahat tindak pidana korupsi yang menggunakan 

aspek analisis fiqih siyasah. 

H. Metode Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, yaitu suatu proses 

untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-

doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep barusebagai 

preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.12 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

                                                           
12Peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 35. 
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a. Pendekatan Perundang-undangan 

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan karena yang 

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pusat perhatian 

sekaligus tema utama penulis yaitu analisis fiqih siyasah. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji dan 

menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan 

teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini yakni mengetahui hasil analisis 

fiqih siyasah dari definisi permufakatan jahat tindak pidana korupsi pacsa 

putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016. 

c. Pendekatan kasus 

Pendekatan kasus (case approach) digunakan oleh penulis untuk menganalisis 

hasil putusan mahkamah konstitusi agar penulis mampu menganalisis ratio 

decidenci, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim mahkamah 

konstitusi untuk sampai kepada putusan kasus tersebut. 

d. Pendekatan perbandingan 

Isu hukum dalam penelitian ini akan dianalisis pula dengan menggunakan 

pendekatan perbandingan terhadap definisi permufakatan jahat dari beberapa 

undang-undang pidana. Pendekatan perbandingan dalam penelitian, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter D.Cruz, berfungsi sebagai alat 
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penyusun sebuah sistem hukum (a tool of construction).13 Melaui fungsi ini, 

perbandingan hukum dapat menyediakan informasi tentang latar belakang 

atau asal-usul dari aturan atau konsep ang diwariskan atau ditransplantasikan 

dari berbagai undang-undang pidana. Sebagai perbandingan dalam tesis ini 

penulis akan melakukan studi perbandingan antara pasal-pasal tentang 

perufaatan jahat yang ada dalam KUHPidana dengan pasal 15 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan konsep permufakatan jahat dalam 

fiqih siyasah yang berkaitan dengan tema pokok penelitian ini. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan, 

pemahaman serta kejelasan. Agar penyusunan tesis ini bisa mempermudah terhadap 

penulis dan juga pembaca maka tesis ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap 

bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah: 

BAB I Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, identifikasi dan 

rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan dalam penlitian ini, yakni 

meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data, dan sistematika pembahasan. 

BAB II berisi Tinjauan Pustaka, memuat landasan-landasan teori yang 

menjadi dasar dalam melaksanakan analisis permasalahan. Dalam tinjauan pustaka ini 

dikembangkan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, 

                                                           
13Peter D.Cruz, Comparative Law in Changing World, (London: Cavendish Publishing, 1999), 21. 
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yaitu : Pertama, Tinjauan umum tentang fiqih siyasah. Kedua, konsep dasar 

pemufakatan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016. 

BAB III merupakan Tinjauan Umum yang berisi tentang gambaran umum 

mengenai Mahkamah Konstitusi, disposisi kasus, legal standing, amar putusan dan 

dissenting opinions dalam keputusan MK No.21/PUU-XIV/2016. 

Bab IV berisi Analisis dan Pembahasan Penelitian. Pertama mengenai 

konsep permufakatan jahat tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah 

Konstitusi No.21/PUU-XIV/2016. Kedua mengenai fiqih siyasah terhadap konsep 

permufakatan jahat tindak pidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

No.21/PUU-XIV/2016. 

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh uraian 

yang telah dipaparkan di bab-bab sebelumnya, ditambah dengan saran dari peneliti 

serta rekomendasi terhadap temuan-temuan dalam penelitian dengan harapan tulisan 

ini bisa memberi sumbangan pengetahuan terhadap pokok masalah yang telah 

dibahas. 
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BAB II 

Definisi Pemufakatan menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah 

 

A. Fiqih Siyasah 

1. Konsep dan Klasifikasi Siyasah  

Kata fiqih berasal dari susunan kata faqaha-yafquhu-fiqhan, yang secara literal 

berarti pemahaman yang mendalam14. Secara epistimologis, fiqih berarti keterangan, 

pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan, atau juga bisa berarti pemahaman 

yang mendalam terhadap maksud dari perkataan dan perbuatan.15 Dalam terminologi 

Islam, fiqih adalah suatu pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan 

syara mengenai perbuatan suatu amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang 

terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum khusu yang dasarnya diambil dari ayat Al-

Qur’an atau hadits.16 

Kata siyasah yang berasal dari kata  sasa,  berarti mengatur, mengurus dan 

memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian ini 

memberikan arti bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat 

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk menangkup sesuatu.17 Siyasah 

menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, 

                                                           
14 Muammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta : Prenamedia Group, 
2014), 2. 
15 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah ( Jakarta : RajaGrafindo, 1994), 21. 
16 Ibid, 22 
17 Muammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta :  Prenamedia Group, 
2014), h.3 
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memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara 

terminologis, siyasah berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara 

membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang  fiqih dan  siyasah  maka dapat 

ditarik kesimpulan yakni, fiqih siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai 

aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan 

hukum  yang ada.18 Pendapat lain yang dikeluarkan Abdurrahman Taj memberikan 

definisi mengenai siyasah yaitu hukum-hukum dan kebijakan-kebijakan yang 

mengatur berbagai urusan umat atau masyarakat dalam bidang pemerintahan, 

legislatif, yudikatif, seluruh jajaran eksekutif, administratif dan hubungan 

internasional dengan negara lain.19 

Fiqih Siyasah yang tidak lain merupakan bagian dari siyasah syar’iyah yang 

berlandaskan Al-Quran dan hadits memiliki kedudukan yang sangat besar dan 

berperan aktif dalam sistematika hukum Islam. Karena fiqih siyasah memiliki ciri 

khas yakni sangat memerhatikan segi kemanusiaan seseorang, baik mengenai diri, 

jiwa, akal maupun akidahnya; atau selaku perorangan ataupun sebagai anggota 

masyarakat baik berbangsa dan bernegara serta tujuan utama yang tidak jauh berbeda 

dengan hukum Islam dalam mencapai suatu kemaslahatan umat baik di dunia atau di 

akhirat kelak.20 Sehingga bisa dikatakan bahwa Islam sangat memperhatikan pada 

semua aspek baik dari segi ritual maupun aspek sosial. Oleh karena itu ajaran Islam 

                                                           
18 Ibid, 178-179 
19 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2012), 31 
20 Abdul Azis Dahlan [et al], Ensiklopedi hukum Islam/editor, Cet. 1. (Jakarta : Ichtiar Baru van 
Hoeva, 1996), 577. 
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memandang kemaslahatan kepada semua umat sangat di perhatikan di dalam 

sistematika hukum Islam. Mengacu pada definisi siyasah yang telah di jelaskan di 

atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mentukan suatu hukum dalam Islam 

harus mendahulukan pada kemaslahatan yang ungkapan tersebut sangat sesuai 

dengan kaidah fiqih yang  artinya menolak sesuatu yang mendatangkan bahaya lebih 

di prioritaskan dari pada mendatangkan suatu hal yang manfaat.21 

a. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah  

Objek kajian fiqih siyasah sangatlah luas. Walaupun fiqih siyasah masih 

merupakan bagian dari ilmu fiqih, pembahasan dari fiqih siyasah terdiri dari 

pembahasan mengeani peraturan hubungan warga negara dengan pemerintah, 

termasuk hubungan dengan lembaga negara, kemudian hubungan antar negara 

(hubungan internasional), juga mengenai hubungan antara pemerintah Islam dengan 

penduduknya yang non-Muslim. 

Para fuqaha sepakat bahwa fiqih siyasah membahas mengenai pembuatan dari 

peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan dasar ajaran agama Islam. Akan 

tetapi terdapat perbendaan pendapat mengenai ruang lingkup kajian fiqih siyasah. 

Imam Al-Mawardi dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah membagi ruang 

lingkup fiqih siyasah ke dalam lima kategori22, yaitu: 

                                                           
21 Sahal Mahfudz, Fiqih Sosial antara Konsep dan Implementasi, (Surabaya: Khalista, 2007), 576 
22 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 1. 
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- Siyasah Dusturiyyah, yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan, 

termasuk konstitusi 

- Siyasash Maliyyah, yang membahas mengenai kebijakan perekonomian negara 

- Siyasah Qadha’iyah, yang membahas mengenai kebijakan hakim dan peradilan 

- Siyasah Harbiyah, yang membahas mengenai politik peperangan 

- Siyasah Idariyah, yang membahas mengenai ketentuan administrasi negara 

Seorang ulama fiqih  dari Indonesia, Hasby Azhiddieqy, memberi pendapat 

bahwa ruang lingkup kajian fiqih siyasah memiliki kaitan dengan pekerjaan mukallaf 

dan tata administrasi, dengan tetap perpegangan pada aturan pokok ajaran Islam, 

yaitu untuk meraih kemaslahatan bagi warga negara dan menghindari keputusan 

pemerintah yang merugikan warga negara. Hasby membagi ruang lingkup fiqih 

siyasah menjadi23: 

- Siyasah Dusturiyah Syar’iyah, membahas mengenai kebijakan peraturan 

perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang,  

- Siyasah Tasyri’iyah Syar’iyah, membahas mengenai persolan  ahlul halli wa 

aqdi,  persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin 

didalam satu  negara, , peraturan  pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya 

- Siyasah Qadla’iyah Syar’iyah, membahas mengenai  masalah-masalah peradilan 

                                                           
23 Hasby Ash Shaddieqy, Pengantar Siyasah Syar’iyyah, (Yogyakarta: Madah), 28. 
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- Siyasah Maliyah Syar’iyah, membahas engenai kebijakan ekonomi dan moneter 

negara 

- Siyasah Idariyah Syar’iyah, membahas mengenai kekuasaan administratif dan 

kepegawaian 

- Siyawah Dauliyah Syar’iyah, membahas mengenai kebijakan dalam hubungan 

luar negeri atau hubungan internasional 

- Siyasah Tanfidziyah Syar’iyah, mengenai kebijakan pelaksanaan undang-undang 

- Siyasah Harbiyah Syar’iyah, mengenai kebijakan peperangan 

b. Dasar Hukum Fiqih Siyasah 

Dasr hukum dari fiqih siyasah berasal dari empat sumber, yaitu: 

1) Al-Qur’an adalah sumber pokok aturan agama  Islam  yang utama dijadikan 

dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur’an merupakan kalam Allah yang berisi 

firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur’an 

diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim 

harus mengakui sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. 24  Para 

tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur’an  merupakan  satu-

satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, 

karena Al-Qur’an  tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau 

                                                           
24 Ibid, 273 
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perkembangan zaman terus berjalan.  Adapun ayat Al-Qur’an yang berkenaan 

dengan pemimpin terkait dengan siyasah dust}uriyah ialah : 

يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بيَْنكَُمْ بِالْباَطِلِ إِلاَّ أنَْ تكَُونَ تِجَارَةً 
َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۝ َّစ َّعَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلاَ تقَْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ ۚ إِن 

 
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
(Q>S An-Nisaa: 29) 

 
2) Sunnah  secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau 

suatu norma prilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang 

menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. 

Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang 

mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan  dari generasi ke  

generasi sejak jama Nabi Muhammad SAW hingga akhir dari perawi yang  

meriwayatkan dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.25 

3) Ijma’ (kesepakatan bersama/konsensus). Dalam hukum  Islam  ijma’ merupakan 

suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi 

kemasalahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari 

pemikiran kalangan ulama mufti, ahli fiqh maupun jajaran pemerintahan. Apabila 

di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju denganhasil 

                                                           
25 Ridwan HR, Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2010), 
53 
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keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka ijma’  tersebut dinyatakan batal. 

Adapun dalil Al-Qur’an yang menerangkan tentang ijma’ yakni : 

سُولَ وَأوُلِي الأْمَْرِ مِنْكُمْ  ۖ فإَنِْ  َ وَأطَِيعُوا الرَّ َّစ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا أطَِيعوُا
ِ وَالْيوَْمِ  َّໂسُولِ إِنْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِ ا ِ وَالرَّ َّစ تنََازَعْتمُْ فِي شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إِلَى

لِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلا۝ً  الآْخِرِ ۚ ذَٰ
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), 
dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q>S An-
Nisaa: 59) 

 
4) Qiyas  adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah 

yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara 

menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk prilaku yang satu 

dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.26Metode  qiyas  

ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai 

permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas  biasanya menggunakan dalil-

dalil Al-Qur’an maupun  hadits  yang  sekiranya  sama  bentuk  perbuatan  

hukum yang dihadapi. Adapun qiyas terbagi menjadi: 

a) Qiyas al-aulawi adalah analogi yang illat hukum cabangnya (far’u) lebih 

kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah 

dijelaskan dalam nash Al-Qur’an atau hadis tentang keharaman 

melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam 

                                                           
26  Khalid Ibrahim Jindan,Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan 
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti,1999), 56. 
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jumlah  banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila 

dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Suatu 

yang diperolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka 

lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.27 

b) Qiyas  al-mushawi  adalah  qiyas  yang kekuatan  illat  pada hukum cabang 

sama  dengan hukum asal.  Qiyas  ini disebut juga dengan istilah qiyasfi 

ma’na al-Asal (analogi terhadap makna hukum asal) yakni Al-Qur’an dan 

hadits Nabi Muhammad SAW, qiyas jail (analogi yang jelas), dan qiyas bi 

nafsi al-fariq (analogi tanpa perbedaan illat).  Imam Syafi’i tidak 

menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai 

qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan.28 “Ada ulama yang berpendapat 

seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, 

dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. Maksud 

dari pernyataan ini adalah  qiyas yang mempunyai kesamaan  illat  pada 

hukum cabang dan hukum al-asal.  Dari pernyataan Imam al-Ghazali 

tampaknya setuju memasukkan kategori kesimpulan ini dalam bahasan  

qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab  Al-Mustashfa.  “Tingkatan yang 

kedua adalah kandungan makna pada nash  yang tersirat  illat sama dengan 

yang tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut 

                                                           
27 Ahmad  Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Ensiklopedi  Imam  Syafi’i, (Jakarta: PT  
Mizan Publika, 2008), 350 
28 Ibid, 51 
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juga sebagai  qiyas  fi  ma’na  al-asal. Namun para ulama masih berbeda 

pendapat seputar pemahaman qiyas ini. 

Qiyas al-adna  adalah analogi yang  illat  pada hukum cabangnya (far’u) lebih 

lemah daripada illat pada hukum dasarnya. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam  

Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, kecuali 

ada kemungkinan kemiripan yang dapat ditetapkan dari dua makna yang 

berbeda. Lalu dianalogikan  terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepada 

yang lainnya.” Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi qiyas  jenis 

kedua ini kedalam  dua bagian, yakni  qiyas  al-ma’na (analogi yang didasarkan 

sebab hukum) dan  qiyas al- syaba (analogi yang didasarkan pada kemiripan). 

Dalam kitab Manaqib Asy-Syafi’i ia menegaskan adanya  illat  pada hukum 

cabang lebih lemah dari pada illat pada hukum asal.29 

2. Hukum Tata Negara dalam Fiqih Siyasah  

Perubahan politik dalam suatu negara dapat mempengaruhi terhadap suatu 

sistem ketatanegaraannya termasuk dalam hukum tata negara negara tersebut. Kajian 

yang membahas mengenai negara bisa ditemukan antara lain dalam Ilmu Negara, 

Ilmu Politik, Hukum Tata Negara dan lain-lainnya. Ilmu Negara pada dasarnya hanya 

membahas mengenai kajian teoritis, sementara Hukum Tata Negara dan Hukum 

Administrasi Negara membahas dan mementingkan nilai-nilai praktis yang dijalankan 

negara tersebut. Namun, dalam beberapa hal untuk mengetahu latar belakang dari 

                                                           
29 Ibid, 356 
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suaru negara selain diperlukan kajian berdasarkan ilmu negara juga diperlukan kajian 

berdasarkan ilmu politik. 

Tradisi pemikiran dalam dunia Islam juga tidak terlepas dari kajian mengenai 

ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kenegaraan. Istilah-istilah keilmuan Islam yang 

membahas mengenai suatu negara baik dari segi teoritis maupun praktis antara lain 

Fiqh Siyasah, as-Siyasah as-Syar’iyyah, al-Ahkam as-Sulthaniyaah, dan Fiqh ad-

Daulah. Istilah-istilah inilah yang kemudian menjadi acuan utama bagi para peneliti 

untuk mengkaji mengenai suatu fenomena kenegaraan yang berkaitan dengan topik 

keislaman. Istilah-istilah di atas kemudian seringkali disandingkan dengan Ilmu 

Politik dalam Islam, sistem ketatanegaraan dalam Islam, atau Hukum Tata Negara 

dalam perspektif Islam. Kemiripan yang muncul dari tradisi pemikiran negara dalam 

perspektif Islam ini menjadikan kajian mengenai kajian ini tidak dapat dipisah-

pisahkan dalam berbagai cabang ilmu, seperti yang terjadi dalam tradisi pemikiran 

Barat.30 

Pemikiran mengenai Hukum Tata Negara dalam tradisi pemikiran intelektual 

muslim bisa ditemukan dalam pemikiran sejumlah intelektual seperti pemikiran 

Yusuf Qardhawi dalam Fiqh Ad-Daulah, dan Dhiya al-Din al-Rais dalam 

Nazhariyyat as-Siyasah As-Syar’iyyah. Karya-karya di atas tidak secara konkret 

menjelaskan mengenai Hukum Tata Negara di negara tertentu, karena pada 

prinsipnya mereka menulis mengenai konsep negara dalam Islam juga mengenai 

                                                           
30 Ahmad Sukardja, Aspek Hukum Tata Negara dalam Fikih Siyasah, ‘dalam’ Beberapa Aspek Hukum 
Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 38-39 
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persoalan kenegaraan secara menyeluruh, dimana di dalamnya juga membahas 

mengenai Hukum Tata Negara. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, istilah dalam pemikiran Islam 

mengenai Hukum Tata Negara antara lain ada Fiqh Siyasah, Siyasah Syar’iyyah dan 

Fiqh Ad-Daulah, yang membahas persoalan mengenai kenegaraan secara 

menyeluruh. ‘Abd al-Wahhab Khallaf memberikan pengertian mengenai Siyasah 

Syar’iyyah yaitu kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang 

dikehendaki demi kemaslahatan masyarakat melalui aturan yang tidak bertentangan 

dengan dengan agama meskipun tidak ada dalil tertentu yang mendasari perbuatan 

tersebut.31 ‘Abd al-Rahman Taj mengemukakan pendapat bahwa dasar pokok dari 

Siyasah Syar’iyyah adalah wahyu atau agama. Hal ini berarti nilai dan norma 

transedental merupakan dasar bagi pembentkan peraturan yang dibuat oleh institusi 

kenegaraan yang berwenang. 32  Syariah adalah sumber pokok bagi kebijakan 

pemerintahan dalam mengatur berbagai macam urusan umum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.  

Sumber lain yang dalam peraturan bermasyarakat dan bernegara adalah yang 

berasal dari norma yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Peraturan-peraturan 

yang bersumber dari norma yang berlaku dalam masyarakat seperti warisan budaya, 

pengalaman manusia, pandangan para ahli maupun hukum adat perlu dikaitkan dan 

                                                           
31 ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, al-Siyasah al-Syar’iyyah aw Nizhâm al-Dawlah al-Islamiyyah fi Syu’ûn 
al-Dusțûriyyah wa al-Khârijiyyah wa al-Mâliyyah –Islam, (al-Qâhirah: Dâr al-Anshâr, 1977), 4 
32 ‘Abd Raḥman Taj, al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islâmȋ , (al-Mishr: Mathba’ah Dâr al-
Ta’lȋf, 1953), 7-21 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

31 
 

dite;aah dengan nilai dan norma transedental agar tidak bertentangan dengan 

kehendak dan peraturan yang telah ditetapkan Tuhan. Dengan kata lain, sumber dari 

Siyasah Syar’iyyah adalah peraturan dari Tuhan (wahyu) dan peraturan yang 

ditetapkan oleh manusia sendiri selama tidak bertentangan dengan peratuan yang 

telah ditetapkan oleh Tuhan. 

 Hukum Tata Negara juga bisa dikelompokkan dalam Siyâsah Wadh’iyyah, 

yang berarti peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia yang bersumber 

pada manusia sendiri dan lingkungannya, para ahli atau pakar, hukum adat, 

pengalaman dan aturan-aturan terdahulu yang diwariskan. Sumber-sumber hukum 

yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus-menerus 

berkembang sehingga Siyâsah Wadh’iyyah menempatkan hasil temuan manusia 

dalam segi hukum pada kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai. Maka setiap 

peraturan yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah negara dan tidak 

bertentangan dengan peraturan agama itu wajib dipatuhi.33 

Dengan demikian, Fiqh Siyâsah secara mendasar memiliki perbedaan dengan 

Hukum Tata Negara karena Hukum Tata Negara hanya memiliki satu sumber primer 

yaitu dari manusia dan lingkungannya sementara Fiqh Siyâsah memiliki dua sumber 

yaitu hukum primer yang berasal dari peraturan dari Tuhan (wahyu) dan hukum 

sekunder yang berasal dari manusia dan lingkungannya. Dalam posisi ini, Fiqh 

Siyâsah dapat menerima pandangan dari manapun selama pandangan tersebut tidak 

                                                           
33 Ahmad Sukardja, Aspek Hukum Tata Negara dalam Fi)kih Siyasah, dalam buku Beberapa Aspek 
Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2015), 40-41 
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bertentangan dengan peraturan agama (syariah). Dalam proses pengambilan 

keputusan dan penetapan peraturannya, Fiqh Siyâsah menggenakan mekanisme syûra 

(musyawarah) yang bersifat demokratis selama hal tersebut tidak bertentangan 

dengan syariah. Konsep negara, administrasi negara, HAM dan konstitusi (siyasah 

dusturiyah) juga termasuk dalam materi pokok kajian Hukum Tata Negara dan Fiqh 

Siyasah karena meski sumber hukummnya berbeda, tetapi dua aspek keilmuan ini 

pada dasarnya memiliki fokus kajian yang sama. 

3. Pemufakatan dalam Fiqih Siyasah  

Sejarah mencatat dalam berbagai moment Nabi Muhammad SAW selalu 

memperlihatkan bagaimana beliau bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat 

dengan para sahabatnya. Atas dasar ini Zafir al-Qasimi memberi klasifikasi bentuk 

pemufakatan yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW atas dua bentuk. 

Pertama, musyawarah yang terjadi atas inisiatif Nabi Muhammad SAW sendiri. 

Kedua, musyawarah yang terjadi atas permintaan sahabat. Pelaksanaan musyawarah 

atas permintaan Nabi Muhammad SAW tampaknya merupakan suatu bentuk 

pembinaan terhadap umat Islam pada masa itu. Pembinaan yang dilakukan oleh Nabi 

Muhammad SAW ini pernah terjadi ketika beliau bermusyawarah dengan para 

sahabatnya sebelum pecah perang Uhud. Nabi ketika itu meminta kepada para 

pemuka kaum muslim bahkan pemuka orang-orang munafik sebagaimana dilukiskan 

Al-Qur’an untuk berkumpul. Nabi meminta pandangan mereka dengan berkata : 

“Asyiru…alayya” (berikanlah pandanganmu terhadapku). Sebelumnya, Nabi 
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Muhammad SAW telah mengemukakan pendapatnya, kemudian setelah itu, baru 

Nabi Muhammad SAW meminta pendapat para sahabat.34 

Ini adalah salah satu bentuk dari sekian cara Nabi Muhammad SAW 

bermusyawarah. Saat itu Nabi Muhammad SAW telah mengikutkan bermusyawarah 

kaum Muhajirin, Anshar dan bahkan kaum yang masih ragu-ragu terhadap Islam. 

Terhadap golongan yang terakhir ini, mereka diikut sertakan yang mungkin secara 

politis untuk mengetahui apakah mereka memiliki rasa tanggung jawab bersama.35 

Bentuk musyawarah yang kedua, yang dimulai oleh sahabat sendiri, 

diantaranya pernah terjadi pada waktu perang Badar. Ketika itu Nabi Muhammad 

SAW memerintahkan membuat kubu pertahanan di suatu tempat tertentu. Sahabat 

Hubab Ibn Munzir kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tempat 

itu: apakah tempat yang dipilih itu berdasar wahyu sehingga tidak bisa maju ataupun 

mundur lagi, ataukah sekedar pendapat Nabi Muhammad SAW sendiri, ataukah 

taktik perang belaka? Nabi Muhammad SAW lalu menjawab “Ini adalah pendapat 

saya dan juga sebagai taktik perang.”. Lalu Ibn Munzir menyarankan agar pasukan 

pindah ke tempat sumber air terdekat dari mereka. Akhirnya Nabi Muhammad SAW 

memutuskan menerima saran Ibn Munzir karena tempat yang ditentukan oleh Nabi 

Muhammad SAW sebelumnya jauh dari sumber mata air.36 

Sebaliknya dalam perundingan Hudaibiyah, beberapa syarat yang disetujui 

Nabi Muhammad SAW tidak berkenan di hati banyak sahabat beliau. Bahkan Umar 

                                                           
34 Al-Tabari, Tarikh al-Umam wa al-Mulk, Jilid II (Mesir: Dar al-Fikr, 1979),  503. 
35 Ibid, 505 
36 Muhammad Husain Haikal, Hayat Muhammad (Kairo: Matba’ah Misr, 1974),  261. 
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ibn al-Khattab menggerutu dan menolak, lalu berkata “mengapa kita harus menerima 

syarat-syarat yang merendahkan agama kita?”. Tetapi Ketika Nabi Muhammad SAW 

menyampaikan bahwa “aku adalah utusan Allah” Umar dan sahabat-sahabat lainnya 

terdiam dan menerima putusan Nabi Muhammad SAW itu.37 

Nabi Muhammad SAW mengajarkan musyawarah kepada para sahabatnya 

sesuai dengan perintah Al-Qur’an. Pendapat para sahabat selalu diperhatikan setiap 

kali hendak mengambil keputusan. Namun sekiranya sahabat berbeda pendapat 

dengan Nabi Muhammad SAW dalam suatu persoalan maka, Nabi Muhammad SAW 

pun terkadang mengambil keputusan sendiri. Dalam kasus tawanan perang Badar 

misalnya, Abu Bakar berependapat bahwa para tawanan dapat dibebaskan dengan 

syarat mereka membayar uang tebusan. Sedang Umar dan sahabat lainnya 

menyarankan agar para tawanan dibunuh saja, sebab tindakan mereka sudah 

melampaui batas dan mengusir orang dari tanah airnya.38 

Sikap Nabi Muhammad SAW dalam hal pengambilan keputusan seperti itu 

dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an bahwa 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Dari 

peristiwa yang tergambar di atas seperti yang dipraktekkan Nabi Muhammad SAW, 

musyawarah oleh pemikir Islam modern dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan 

dan kenegaraan yang pokok. Hal ini tidak saja karena jelas nashnya dalam Al-Qur’an, 

tetapi karena banyaknya hadis atau perkatan Nabi Muhammad SAW yang merupakan 

                                                           
37  M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, Vol. II (Cet. I; 
Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2000),  246-247. 
38 Ibn Asir, al-Kamil fi al-Tarikh, Jilid II ( Beirut: Dar al-Sadr, 1965), 137. 
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sunnah atau keteladanan. Namun di sisi lain, situasi tersebut menyebabkan pula 

adanya kesulitan para mufassir dalam menafsirkan arti dari musyawarah. Di satu 

pihak, para mufassir dan pemikir harus berusaha melihat konteks maknanya secara 

lebih spesifik sesuai yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW dan 

sahabatnya, namun di lain pihak mereka terutama para pemikir politik dan 

kemasyarakatan mengacu kepada bentuk-bentuk musyawarah yang telah berkembang 

di zaman modern, yang mungkin tidak  ditemukan modelnya yang persis sama pada 

awal perkembangan Islam. 

4. Lembaga Pemufakatan dalam Hukum Tata Negara 

Musyawarah dalam sistem hukum tata negara pada umumnya dilaksanakan 

dalam sebuah dewan perwakilan, yang merupakan sebuah lembaga pemerintahan  

yang berfungsi sebagai perwakilan dari warga negara. Bentuk dan cara musyawarah 

disesuaikan dengan ukuran yang dianggap terbaik dalam masa tersebut karena Allah 

SWT dan Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak menentukan suatu bentuk dan 

cara yang baku. Oleh karena itu pengaplikasian musyawarah menjadi suatu hal yang 

dinamis dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan jaman dan 

kebutuhan masyarakat saat itu sebagaimana institusi politik dan bentuk negara yang 

selalu mengalami perubahan seiring berjalannya sejarah manusia. Dengan kata lain 

aplikasi musyawarah dalam suatu negara yang berasaskan syari’at Islam boleh 

mengikuti bentuk dan cara lembaga politik yang berlaku selama tidak menentang dan 

menyimpang dari ajaran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. 
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Hal penting yang perlu digarisbawahi dalam prinsip musyawarah mufakat 

adalah  bahwa dari segi hukum Islam, manusia dibolehkan melakukan musyawarah 

selama hal itu membahas kebaikan bersama. Karena itu musyawarah dilarang 

dipraktekkan untuk hal yang munkar dan dimaksudkan untuk tindakan jahat atau 

merugikan masyarakat umum. Misalnya jika negara ingin melegalkan perjudian, 

lembaga perwakilan tidak dibenarkan menggunakan prinsip musyawarah mufakat 

dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangannya. Keputusan tersebut 

secara hukum Islam tidak dibenarkan dan termasuk dalam sebuah 

“kesepakatan/pemufakatan jahat” karena melanggar syari’at agama, sehingga produk 

perundang-undangannya menjadi batal atau tidak sah. Dengan demikian, ia tidak 

memiliki kekuatan yang mengikat terhadap rakyat. Dengan kata lain pelaksanaan 

prinsip musyawarah mufakat harus selalu sejalan dan sesuai dengan ajaran utama 

agama Islam yaitu amar ma’ruf nahi munkar. 

Pemilihan anggota lembaga musyawarah mufakat pada masa pemerintahan 

Nabi Muhammad SAW adalah pertama adalah orang-orang yang selama delapan 

hingga sepuluh tahun berkecimpung dalam bidang politik, militer dan misi 

penyebaran agama Islam dengan kata lain adalah orang yang sudah berpengalaman 

dalam bidang yang ia tekuni, kedua adalah orang-orang yang secara perlahan menjadi 

terkenal karena ilmu pengetahuannya yang luas dan mendalam di bidang hukum dan 

peradilan serta literatur Al-Qur’an39. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, secara 

                                                           
39  Abdul Manan, Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik Ketetatanegaraan Islam dan 
Sistem Hukum Barat, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 147 
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otomatis masyarakat Madinah memandang bahwa orang-orang tersebut adalah orang-

orang yang bisa diandalkan dalam hal memutuskan urusan pemerintahan termasuk 

dalam menunjuk pemimpin negara pengganti Nabi Muhammad SAW. Bahkan di 

masa pemerintahan Umar ibn Khattab, lembaga musyawarah sudah terbentuk resmi 

dengan tujuan menyeleksi pemimpin pengganti Umar ibn Khattab sepeninggal beliau. 

Hanya saja pengangkatan anggota lembaga musyawarah ini ditunjuk langsung oleh 

Umar ibn Khattab sendiri. Meskipun demikian kebijakan Umar ibn Khattab tidak 

mendapat penolakan dari masyarakat Madinah secara umum40.  

Mekanisme pemilihan dan pengangkatan anggota lembaga musyawarah di era 

modern menurut para pemikir politik Islam kontemporer berbeda dengan mekanisme 

yang diterapkan di masa lalu. Pada masa sekarang dimana informasi dan teknologi 

sudah berkembang pesat, pemilihan anggota lembaga musyawarah yang paling tepat 

adalah dengan cara mengadakan pemilihan umum yang melibatkan semua 

masyarakat karena cara yang ditempuh oleh Umar ibn Khattab di masa lalu sulit 

dilakukan karena sulitnya mencari sosok pemimpin yang jujur, amanah serta tidak 

mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok seperti beliau.  

Pembentukan lembaga musyawarah sebagai perwakilan dari keseluruhan 

warga negara dalam memutuskan masalah pemerintahan dan ketatanegaraan dinilai 

sebuah langkah yang penting, karena selain telah diperintahkan oleh Allah SWT 

dalam surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159, juga berdasarkan pada  

pertimbangan keefisienan karena tidak mungkin melibatkan seluruh warga negara 
                                                           
40 Ibid, 148 
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dalam proses pembentukan undang-undang atau masalah kenegaraan. Selain itu tidak 

semua warga negara memiliki kemampuan atau kecakapan dalam bidang kenegaraan 

yang dibutuhkan, sehingga dibutuhkan perwakilan dari tiap-tiap bidang yang dipilih 

secara langsung oleh warga negara41. 

Lembaga musyawarah mufakat atau yang dikenal sebagai majelis syura dalam 

sistem hukum Indonesia mengambil bentuk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 (UUD NRI) pasal 20A DPR berfungsi sebagai lembaga legislasi, yaitu lembaga 

yang bertugas membentuk undang-undang dan mengawasi pelaksanaan UUD NRI, 

undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. 

DPR juga memiliki kewenangan lain yaitu memberikan persetujuan terhadap 

kebijakan politik pemerintahan yang lain seperti dalam hal menyatakan perang atau 

perjanjian perdamaian dengan negara lain42, membuat perjanjian internasional yang 

menimbulkan dampak luas bagi kondisi perekonomian seluruh warga negara 43 , 

menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-

undang44, dan pemberian amnesti dan abolisi45. 

 

 

                                                           
41 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid IV, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1995), 
1061 
42 UUD NRI 1945 Pasal 11 ayat (1) 
43 UUD NRI 1945 Pasal 11 ayat (2) 
44 UUD NRI 1945 Pasal 22 ayat (2) 
45 UUD NRI 1945 Pasal 14 ayat (2) 
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5. Pemufakatan dan Negosiasi  

Negosiasi adalah suatu kegiatan yang pernah dilakukan oleh sebagain besar 

dari masyarakat. Proses bernegosiasi terjadi di hampir seluruh aspek kehidupan 

seperti bernegosiasi mengenai kontrak kerja, atau tawar-menawar tentang harga suatu 

barang. Negosiasi juga merupakan sebuah cara yang efektif untuk menyelesaikan 

sebuah konflik kepentingan dan perbedaan pendapat. Negosiasi berasal dari’’bahasa 

Inggris negotiation yang berarti’’perundingan. Dengan kata lain, bernegosiasi 

memiliki kesamaan arti dengan berunding, bermusyawarah’’atau bermufakat. Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan makna mufakat sebagai pembicaraan; 

perundingan; mencapai persetujuan. 46  Sementara bermufakat diartikan sebagai 

kegiatan bertemu, berbincang-bincang, dan sebagainya untuk mencari kesepakatan.47 

Sehingga’’pemufakatan diartikan sebagai’’suatu perundingan; ’pembicaraan; 

musyawarah; dan sesuatu yang disepakati. 48  Pengertian dari kata’bermufakat dan 

pemufakatan mirip dengan pengertian dari negosiasi, yaitu sebuah proses tawar-

menawar dengan jalan berunding untuk’mencapai kesepakatan’bersama antara’satu 

pihak dan’pihak yang’lain.49 

                                                           
46 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mufakat [diakses pada 12 
Januari 2020] 
47 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bermufakat [diakses pada 
12 Januari 2020] 
48 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam  https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemufakatan [diakses 
pada 12 Januari 2020] 
49 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negosiasi  [diakses pada 13 
Januari 2020] 
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Negosiasi adalah sebuah’proses’komunikasi mencapai’kesepakatan’antara dua 

pihak atau lebih’yang pada’awalnya memiliki’pemikiran’yang’berbeda. Negosiasi 

merupakan’sebuah’transaksi’dimana pada’awalnya masing-masing’orang atau’pihak 

memiliki tujuan’yang’berbeda atas’masalah yang sama, namun kemudian memilih 

untuk bekerja’sama’menyelesaikan’masalah tersebut. Setiap orang’atau pihak yang 

terlibat memegang’tanggung’jawab dan hal yang seimbang atas hasil akhir dari 

proses negosiasi tersebut. Oleh’karena itu kesepakatan’dari’kedua’belah pihak 

menjadi hal yang perlu’dicapai agar’tidak terjadi’konflik ketika’hasil akhirnya 

berbeda’dengan yang’diharapkan.50 

Menurut Lewicki (1997), tolak ukur kemampuan bernegosiasi dilihat dari 

pengetahuan dan sikap yang bisa mempengaruhi lawan bicara agar menyetujui apa 

yang disampaikan. Kemampuan bernegosiasi ini penting dimiliki agar proses 

kesepakatan segera terjadi tanpa adanya perlawanan atau keberatan dari masing-

masing pihak.51 Kemampuan diri untuk mempersuasi pihak lawan menjadi hal yang 

penting dalam proses bernegosiasi dengan memanfaatkan strategi komunikasi yang 

baik.52 

 

  

                                                           
50 Djoko Purwanto, Komunikasi Bisnis, (Jakarta: Erlangga, 2006), 251-251 
51  Michael E. Roloff, et.al., “Negotiation Skills”, dalam Handbook of Communication and Social 
Interaction Skills, ed. John O. Greene & Brant T. Burleson, (London: Lawrence Erlbaum Associate, 
2003), 801. 
52 James Price Dillard and Linda J. Marshall, “Persiasion as a Social Skills”, dalam Handbook of 
Communication and Social Interaction Skills, ed. John O. Greene & Brant T. Burleson, (London: 
Lawrence Erlbaum Associate, 2003),  479-481. 
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BAB III 

Pengertian Permufakatan Jahat dalam UU Tindak Pidana 

Korupsi Pasca Putusan MK No 21/PUU-XIV/2016 

A. Mahkamah Konstitusi 

1. Pembentukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi 

Gagasan untuk membentuk sebuah lembaga peradilan yang mempunyai 

kewenangan untuk menangani perkara judicial review diajukan pertama kali oleh 

Hans Kelsen pada saat pembaharuan Konstitusi Austria. Gagasan kemudian diterima 

dan menjadi bagian dari sistem konstitusi Austria mulai tahun 1920. Sejak saat itu 

gagasan mengenai keberadaan sebuah lembaga yudisial menjadi sebuah ide yang 

cukup populer terutama di lingkungan negara-negara yang mengalami perubahan dari 

otoritarian menjadi demokrasi53. Oleh karena itu keberadaan Mahkamah Konstitusi 

kemudian ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem negara konstitusional 

modern. 

Sebelum perubahan UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 

sempat diberi kewenangan untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-

Undang Dasar (UUD) 1945 dan Ketetapan MPR yang dicantumkan dalam pasal 5 

ayat (1) Tap MPR nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan 

Peraturan Perundang-undangan. Tetapi hal ini kemudian menuai banyak kritik dari 

                                                           
53 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 200-
201 
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para pengamat dan ahli hukum karena MPR adalah sebuah lembaga politik, bukan 

lembaga hukum sehingga akan sulit untuk mengharapkan imparsialitas dan 

objektifitas dari MPR dalam menguji keputusannya sendiri bila bertentangan dengan 

kaidah UUD 1945. 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 

berdasarkan pada empat pilar penting 54 , yakni: pertama, sebagai paham 

konstitusionalitas yang pada hakikatnya ingin menciptakan terselenggaranya 

pembatasan kekuasaan secara berimbang oleh pemerintah agar tidak melakukan 

tindangan kesewenag-wenangan. Kedua, sebagai instrumen check and balance 

sehingga tercipta saling kontrol. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UUD 1945, check and 

balance yang diperlukan dalam konstitusionalisme adalah sistem kontrol yudisial. 

Oleh karena itu kehadiran Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan 

kehakiman sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelaksanaan check dan balance 

agar tidak terjadi overlapping dalam pelaksanaan kekuasaan oleh penyelenggara 

negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 dan perubahannya. 

Ketiga menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih sehingga para 

penyelenggara negara harus memiliki kepekaan terhadap kepentingan rakyat dengan 

menaati asas-asas penyelenggaraaan negara yang baik dan bersih. Keempat, 

perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) karena kekuasaan yang tidak 

tersentuh oleh mekanisme kontrol akan sangat berpotensi melakukan tindakan 

                                                           
54 Tim KRHN, Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 
2003), hal. 3-4 
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kesewenng-wenangan. Oleh karena itu kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan 

menjadi sebuah lembaga yang bisa melakukan pengawasan yang mandiri dan 

obyektif terhadap para anggota dan lembaga pemerintah agar tetap berpijak pada 

perlindungan dan penghormatan terhadap HAM dan prinsip-prinsip demokrasi. 

Pembentukan  Mahkamah Konstitusi di Indonesia dilihat dari aspek  hukum, 

ia merupakan konsekuensi diterapkannya supremasi konstitusi dimana sebelumnya 

menganut supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana yang 

tertuang dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen yang menegaskan 

bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang 

Dasar (UUD). Jika dilihat dari politik ketatanegaraan, keberadaan Mahkamah 

Konstitusi diperlukan untuk mengimbangi kekuasaan pembentukan Undang-Undang 

(UU) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden55. 

2. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi 

Sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman 

sebagaimana yang tertera pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi, tugas utama Mahkamah Konstitusi dalam kekuasaan kehakiman dalah 

sebagai penjaga konstitusi sesuai dengan mandat yang disebutkan dalam UUD 1945 

untuk menyelesaikan pelanggaran hak-hak konstitusional56. Mahkamah Konstitusi 

                                                           
55 Harrys Pratama Teguh, Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 
2019), 61-62 
56 Pasal 51 ayat (1) UU MK 
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memiliki kewenangan tersebut sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 24C 

ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final  untuk menguji undang-undang 
terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus 
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
umum.” 

Selain kewenangan yang disebutkan di pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah 

Konstitusi juga mempunyai satu kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan 

memutus terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan 

adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, 

hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang 

berbunyi: 

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau 

wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar.” 

Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada 

pemikiran mengenai checks and balances dalam bentuk judicial control yang 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi karena salah satu dari asas negara hukum 

(rechtstaad) adalah adanya peran peradilan yang bebas dan tidak memihak untuk 

memberikan putusan untuk segala kasus hukum yang terjadi di dalam suatu negara. 

Dengan demikian, Indonesia sebagai negara hukum harus menyelesaikan segala 

persoalan hukum melalui proses hukum, termasuk proses pemakzulan presiden 

dan/atau wakil presiden. Amandemen UUD 1945 yang meletakkan MPR menjadi 
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sejajar dengan lembaga pemerintahan lainnya membuat MPR tidak lagi memiliki 

wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden 

atas dugaan melakukan pelanggaran hukum berdasarkan pengajuan dari DPR tanpa 

melalui dasar dan proses hukum dari lembaga yudisial yang berwenang. Kewenangan 

untuk memutus dugaan tersebut dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. 

Keterlibatan hukum dalam proses pemakzulan presiden dan/atau wakil 

presiden oleh Mahkamah Konstitusi yaitu untuk melaksanakan kewajiban 

konstitusional atas permintaan DPR untuk memberikan putusan hukum terhadap 

dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden dan/atau wakil presiden. 

Namun meski putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi ini memiliki kekuatan 

mengikat dan memiliki kekuatan hukum mengikat57 dan tetap58, putusan ini tidak 

serta merta dilaksakan karena proses pemakzulan presiden dan/atau wakil presiden 

masih harus melalui serangkaian proses politik di rapat paripurna MPR. 

 

 

3. Hukum Acara Peradilan Konstitusi 

                                                           
57  Putusan mengikat perupakan suatu pernyataan akhir dari para hakim konstitusi Mahkamah 
Konstitusi sebagai hasil dari proses memeriksa dan mengadili atas pendapat DPR mengenai dugaan 
pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 24C ayat (2) UUD 1945) 
 
58 Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat publik sehingga putusannya memiliki kekuatan hukum 
mengikat bukan hanya terhadap para pihak yang terlibat (interparties), tetapi juga harus ditaati oleh 
siapapun (erga omnes). Bambang Sutiyono,Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 
(Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006) hal. 43-44) 
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Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah peradilan konstitusi mencerminkan dua 

hal, pertama perkara-perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi adalah 

perkara-perkara konstitusional yaitu perkara yang menyangkut konsistenti 

pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, dara utama yang digunakan oleh 

Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara adalah 

konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan 

yang mengatur bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenangnya jika 

undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah Konstitusi masih 

dapat menolak atau bahkan membatalkan permohonan pengajuan peradilan 

konstitusi. 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah hukum formil yan berfungsi 

untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum kostitusi yang 

menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum 

Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. 59  Hukum Acara 

Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus yang hendak ditegakkan dan 

tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan 

konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.  

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pemegang kekuasan kehakiman, 

dalam menjalankan kewenangannya dalam  persidangan memiliki panduan berupa 

                                                           
59 Harrys Pratama Teguh, Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 
2019), hl 77 
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asas-asas hukum yang digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam 

menjalankan tugasnya dalam mengawal konstitusi. Asas-asas tersebut antara lain60: 

a. Persidangan Terbuka untuk Umum 

Asas ini tertuang pada Pasal 13 UU RI Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 24 tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi. Pasal-pasal tersebut menegaskan dengan jelas bahwa sidang 

Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. 

Persidangan yang terbuka merupakan sarana pengawasan secara langsung oleh rakyat 

sehingga rakyat dapat menilai kinerja para hakim dalam memutus sengketa 

konstitusional. Dengan kata lain asas ini merupakan sebuah kontrol sosial pagi proses 

persidangan dalam Mahkamah Konstitusi. Selain itu, bentuk akuntabilitas hakim, 

transparansi dan akses pulik secara luas yang dilakukan Mahkamah Konstitusi 

dengan membuka, bukan hanya sidang, tetapi juga proses persidangan yang dapat 

dilihat atau dibaca melalui transkripsi, berita acara dan putusan yang dipublikasikan 

lewat situs online resmi milik Mahkamah Konstitusi. 

b. Independen dan Imparsial 

Berasal dari bahasa inggris independent yang berarti bebas dari pengaruh, asas 

independen berarti proses peradilan dalam Mahkamah Konstitusi bebas dari segala 

pengaruh pihak eksekutif, legislatif maupun pemegang kekuasaan negara lainnya. 

Independensi juga berartu memiliki kekuatan (power), paradigma, etika dan spirit 

                                                           
60 Ibid, 78-96 
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untuk menjamin bahwa hakim akan menegakkan hukum demi kepastian dan keadilan. 

Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh penegak 

hukum dalam melayani publik selaku pencari keadilan dan dapat membantu manusia 

untuk bertindak bebas serta dapat dipertanggungjawabkan. 61  Imparsialitas 

(ketidakberpihakan) ditegakkan dalam tindakan hakim yang mendasarkan putusannya 

pada hukum dan fakta-fakta di persidangan, bukan atas dasar keterkaitannya dengan 

salah satu pihak yang berperkara. 

c. Peradilan Cepat, Sederhana dan Bebas Biaya 

Prinsip ini didasari oleh Pasal 2 ayat (4) UU nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan 

sederhana, cepat dan biaya ringan. Prinsip ini dikaitkan pada upaya terwujudnya 

prinsip equality before law yang menjadi salah satu unsur negara hukum. Pada awal 

proses pembahasan UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 

ketentuan mengenai biaya perkara yang akan dibebankan pada pihak yang 

mengajukan permohonan. Akan tetapi pada akhirnya ketentuan mengenai 

pembiayaan perkara dibebankan pada pemohon tersebut dihapuskan, dan pembiayaan 

perkara di Mahkamah Konstitusi sepenuhnya dibebankan pada anggaran negara. 

Pembebanan ini disebabkan karena perkara-perkara di Mahkamah Konstitusi 

                                                           
61 Pasal 5 ayat (1) (2) dan (3) UU RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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menyangkut masalah konstitusional yang di dalamnya lebih banyak meliputi 

kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan individual.62 

d. Asas Praduga Keabsahan (Praesumptio Iustae Causa) 

Asas praduga keabsahan memiliki arti segala tindakan dan keputusan 

pemerintah selalu dianggap benar (absah) sampai ada pembatalannya. Tindakan 

berupa kebijakan publik dan keputusan yang berupa produk hukum dianggap sah dan 

sesuai denan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun dari sisi prosedur, sampai 

ada pembatalan yang diputuskan melalui lembaga yang melakukan tindakan itu 

sendiri atau melalui lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. 

Dalam kewenangan Mahkamah Konsitusi, asas ini dapat dilihat pada kekuatan 

mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sejak selesai dibacakandalam sidang pleno 

penetapan keputusan. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi, maka tindakan 

atau produk hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang dimohonkan tetap 

berlakudan dapat dilaksanakan secara khusus. Hal ini dapat dilihat dari wewenang 

Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Pengujian Undang-Undang, 

sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, maupun sengketa perselisihan 

hasil pemilu63. 

 

 

                                                           
62 Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: UMM Press, 2005), hal.46-48 
63 Widodo Ekatjahjana, Buku Ajar: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 
dan Kepaniteraan MKRI, bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010), hal,18-20 
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e. Putusan Bersifat Erga Omnes 

Putusan yang bersifat erga omnes memiliki arti bahwa putusan yang 

dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya berlaku bagi pemohon atau pihak 

yang bersengketa, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

f. Hak untuk Didengar Secara Seimbang (Audi Et Alterampartem) 

Setiap pihak yang terkait dan memiliki kepentingan dengan suatu perkara 

yang disidangkan memiliki kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapat 

dan pembuktiannya di depan hakim guna menguatkan dalil masing-masing. Untuk 

perkara pengujian undang-undang, selain Pemohon sebagai pihak yang terkait 

langsung, DPR dan Pemerintah sebagai pihak pembuat undang-undang juga memiliki 

hak untuk didengarkan keterangannya. Begitu juga dengan pihak-pihak lainnya yang 

terkait walau dan memiliki kepentingan walau tidak secara langsung terhadap 

undang-undang yang sedang diuji. Walaupun begitu, dalam peradilan yang digelar 

oleh Mahkamah Konstitusi tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan 

(adversarial). Dalam perkara pengujian undang-undang, pembentuk undang-undang 

yaitu DPR dan Pemerintah tidak berkedudukan sebagai Termohon.  

g. Hakim Aktif dan Pasif dalam Persidangan64 

Karakteristik peradilan konstitusi kental dengan kepentingan umum daripada 

kepentingan pribadi sehingga proses persidangan tidak dapat digantungkan pada 

inisiatif para pihak. Mekanisme constitutional control harus digerakkan pemohon 

                                                           
64  Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Sekretariat 
jenderal Kepaniteraan MK RI), hal 76 
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dengan satu permohonan dan dalam hal demikian dakim bersifat pasif dan tidak boleh 

aktif melakukan inisiatif untuk melakukan pengujian tanpa permohonan.65  Hakim 

tidak akan memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu sebelum disampaikan oleh 

Pemohon ke pengadilan. Tindakan aktif hakim adalah dengan menggali keterangan 

dan data, baik dari alat bukti, saksi, ahli maupun pihak terkait.66 

h. Adagium Ius Curia Novit 

Merupakan pepatah latin yang berarti “hakim/pengadilan mengerti hukum” 

sehingga pihak yang terlibat dalam sengketa tidak perlu mendalilkan atau 

membuktikan hukum yang berlaku untuk kasus mereka. Dalam prinsip universal 

yang dianut oleh negara hukum, hakim memiliki peran penting dalam menerapkan 

hukum positif sehingga hakim tidak dibenarkan untuk menolak perkara dengan alasan 

tidak ada dasar hukum atau kejelasan hukum yang mengaturnya, atau hakim keliru 

menerapkan hukum. Prinsip ini disebutkan pada pasal 16 ayat (1) UU nomor 4 tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan: 

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak 
ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya.” 
 
Pengadilan bertanggung jawab menetukan hukum yang berlaku untuk kasus 

tertentu, serta memiliki kewenangan hukum ex officio yang berarti pengadilan 

                                                           
65 Ibid , hal. 61-81 
66  Pasal 41 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan “untuk kepentingan pemeriksaan 
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang 
berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan secara tertulis 
kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan.” 
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memberikan pertimbangan yang tidak terbatas pada argumen hukum yang diajukan 

oleh para pihak. 

B. Pengertian frasa Permufakatan Jahat dalam pasal 15 UU Tindak Pidana 

Korupsi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XIV/2016 

1. Kedudukan Kasus 

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi no.21/PUU-XIV/2016, pemohon 

mengajukan keberatan atas pemanggilan dari Direktur Penyelidikan Jaksa Agung 

Muda Tindak Pidana Khusus atas dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat 

atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT 

Freeport Indonesia. Pemohon menganggap hak asasinya sebagai warga negara 

Indonesia telah dilanggar dengan adanya kewajiban untuk menghadiri panggilan 

pemeriksaan sebanyak tiga kali, meskipun pemohon beranggapan bahwa dirinya tidak 

memiliki kualitas untuk melakukan percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat 

untuk melakukan tindakan korupsi pada perpanjangan kontra PT Freeport Indonesia.  

2. Legal Standing 

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi no.21/PUU-XIV/2016, pemohon 

mengemukakan pendapatnya bahwa pada pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-udang 

nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 

tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya akan disebut sebagai UU MK) 

menyebutkan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau 
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kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu 

perseorangan warga negara Indonesia. Yang dimaksud dengan hak konstitusional 

adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Berdasarkan pernyataan di atas, 

pemohon memiliki hak konstitusional yang diatur dalm UUD 1945 yaitu hak untuk 

mendapat pengakuan,  jaminan dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang 

sama di depan hukum. Proses hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang 

memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana ciri dari negara hukum yang 

mengedepankan hukum dan undang-undang yang dilaksanakan secara bertanggung 

jawab oleh negara demi menjamin terlindunginya hak asasi manusia (HAM). 

Kepastian hukum yang adil yang menjadi tanggung jawab negara dapat tercapai 

antara lain jika proses hukum pidana dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang 

memenuhi asas kercermatan (lex certa) berdasarkan asas legalitas. 

Pemohon juga menganggap hak-hak konstitusionalnya yang sebagaimana 

diatur dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan adanya pasal 15 UU Tindak Pidana 

Korupsi yang berbunyi sebagai berikut “setiap orang yang melakukan percobaan, 

pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, 

pasal 5 sampai dengan pasal 14”. Pada saat pemohon mengajukan permohonan ini, 

dia telah diperiksa sebanyak tiga kali dalam penyelidikan atas dugaan tindak pidana 

korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi dalam 

perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia; 
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1. Bahwa berdasarkan pemberitaan berbagai media diketahui bahwa seolah-olah 

Pemohon bersama dengan orang lain dianggap telah melakukan permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pemberitaan 

beberapa media online; 

2. Bahwa meskipun beberapa tindak pidana korupsi merupakan delik kualitatif yang 

membutuhkan syarat beberapa kualitas tertentu, namun Kejaksaan Agung tetap 

melakukan pemeriksaan terhadap pemohon meskipin pemohon  tidak 

mempunyai kualitas yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Hal ini perulu 

dipertegas karena sebagian tindak pidana korupsi adalah delik kualitatif yang 

membutuhkan syarat atau kualitas tertentu untuk menjadi subjek dari tindak 

pidana korupsi tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, 

Pemerintah adalah pihak yang berwenang untuk memperpanjang kontrak PT 

Freeport Indonesia (PTFI). Dengan ketentuan yang sama dikaitkan dengan 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka 

direksi PTFI yang memiliki wewenang sekaligus kewajiban untuk melaksanakan 

divestasi saham PTFI. Berdasarkan hal tersebut, maka pemohon tidak memiliki 

kualitas sebagai pihak yang memperpanjang kontrak PTFI atau melaksanakan 

divestasi saham PTFI; 

Selain itu, dalam kaitannya dengan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, 
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maka seharusnya Kejaksaan Agung melihat apakah pemohon memiliki atau tidak 

memilki kualitas yang dipersyaratkan Pasal 15 mengingat beberapa tindak pidana 

yang dirujuk oleh Pasal 15 adalah delik-delik kualitatif yang membutuhkan syarat 

dan kualitas tertentu. Oleh karena pemohon tidak memiliki kualitas sebagai subjek 

delik, baik sebagai pemerintah yang berwenang untuk memperpanjang kontrak PTFI 

maupun sebagai pengurus PTFI, maka seharusnya proses hukum terhadap pemohon 

tidak dilanjutkan. Menurut pendapat pemohon, ketidakjelasan arti permufakatan jahat 

dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi disebabkan oleh Pasal 88 Undang-

Undang nomor 1 Tahun 1946 yang menjadi rujukan makna permufakatan jahat tidak 

memberikan perbedaan antara delik umum yang tidak membutuhkan syarat dan 

kualitas tertentu pada subjek delik, dan delik kualitatif yang membutuhkan syarat dan 

kualitas tertentu sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Makna permufakatan jahat pada frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 

UU Tindak Pidana Korupsi menurut pemohon tidak memenuhi syarat lex certa. Pasal 

tersebut berbunyi “setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan dan 

permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang 

sama dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”. Ketidakcermatan 

perumusan masalah ini terlihat dalam frasa “tindak pidana korupsi” yang tidak 

menyebutkan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud karena sebagian delik 

korupsi bersifat umum dan sebagain lainnya bersifat kualitatif. Lazimnya straafbar-

lah yang menjelaskan jenis-jenis tindak pidana korupsi dengan mengacu pada Pasal 2, 

Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 agar dapat memberikan kepastian hukum 
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tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi yang akan dikaitkan dengan permufakatan 

jahat. Namun dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi justru diletakkan dalam 

ancaman pidana (straafmaat) yang seharusnya hanya memuat ancaman pidana 

semata. Ketidakjelasan kaidah dan norma dalam perumusan Pasal 15 UU Tindak 

Pidana Korupsi secara langsung atau tidak langsung dapat mengurangi hak asasi 

pemohon pada saat itu, dan seluruh warga Indonesia di kemudian hari. 

Perumusan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi tidak memenuhi asas lex 

certa dan tidak memberikan kepastian hukum yang pada akhirnya tidak memberikan 

jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana yang dialami pemohon. 

Dalam beberapa surat panggilan yang dikirimkan oleh Direktur Penyelidikan Jaksa 

Agung Muda Tindak Pidana Khusus, tidak sidebutkan bentuk dan pasal dari tindak 

pidana korupsi yang sedang diperiksa, tetapi hanya menyebutkan dugaan tindak 

pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak pidana korupsi 

dalam perpanjangan kontrak PTFI. Di satu sisi, hal ini tidak memberikan kepastian 

hukum bagi pemohon terkait dengan pasal yang digunakan oleh penegak hukum 

untuk melakukan pemeriksaan hukum. Di sisi lain, ketidakcermatan rumusan delik 

dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi berpotensi menciptakan kesewenang-

wenangan penegak hukum karena sangat dimungkinkan bahwa dugaan tindak pidana 

hanya didasarkan pada penilaian subjektif dan merupakan perbuatan yang tidak 

pernah dilarang dalam undang-undang. 

Meskipun saat ini pemohon diperiksa sebagai saksi dalam penyelidikan 

dugaan tindak pidana korupsi permufakatan jahat atau percobaan melakukan tindak 
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pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PTFI, namun hal ini telah menimbulkan 

kewajiban hukum bagi pemohon untuk menghadiri setiap panggilan Kejaksaan 

Agung.  Lahirnya kewajiban hukum tersebut secara nyata dan aktual membatasi 

kebebasan dan hal pemohon sebagai warga Negara perseorangan yang hak-haknya 

dilindungi oleh hukum. 

Ketidakpastian hukum dalam kaidah dan norma pada Pasal 15 UU Tindak 

Pidana Korupsi baik itu frasa “permufakatan jahat” maupun frasa “tindak pidana 

korupsi” berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon jika proses 

penyelidikan ditingkatkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya dengan menggunakan 

pasal-pasal tersebut. Potensi kerugian konstitusional tersebut sudah dapat dipastikan 

dan sudah sewajarnya terjadi karena selama ini Kejaksaan Agung mendasarkan 

pemeriksaan tersebut pada peristiwa pembicaraan antara pemohon dengan dua orang 

terduga lainnya. Meskipun pemohon berbeda pendapat dengan Kejaksaan Agung 

tentang peristiwa tersebut, naming penyelidikan tetap dilanjutkan. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan Jaksa Agung bahwa pemohon diduga melakukan tindak pidana 

permufakatan jahat yang berujung korupsi. Pernyataan tersebut disampaikan 

meskipun pemeriksaan hukum masih dalam tahap penyelidikan. 

Kedudukan hukum pemohon dalam permohonan ini adalah perseorangan 

warga negara Indonesia sesuai Pasal 51 ayat (1) huurf a Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan oleh karenanya kedudukan pemohon 

berbeda dengan para pemohon dalam putusan MK no.20/PUU-V/2007, putusan MK 

no.15/PUU-VII/2009 dan putusan MK no,23-26/PUU-VIII/2010. Setelah membaca 
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dan memahami ketiga putusan di atas, pemohon berpendapat bahwa kedudukan 

pemohon dalam permohonan ini berbeda dengan kedudukan para pemohon dalam 

beberapa pututsan terdahulu berdasarkan beberapa alas an sebagai berikut: 

a. Hak konstitusional warga negara Indonesia perseorangan tidak serta merta hilang 

digantikan dengan hak konstitusional warga negara Indonesia dalam 

kedudukannya sebagai anggota DPR manakala orang tersebut menjadi anggota 

DPR. Hak konstitusional warga negara Indonesia perseorangan melekat pada 

seseorang sepanjang ia tidak mencabut kewarganegaraannya, sedangkan hak 

konstitusionalnya anggota DPR melekat sepanjang ia menjadi anggota DPR 

sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan hal itu, maka 

meskipun pemohon merupakan anggota DPR aktif, namun hak konstitusionalnya 

sebagai warga negara Indonesia perseorangan tidak serta merta hilang yang 

menyebabkan hilangnya hak dan kedudukan hukumnya untuk mengajukan 

permohonan uji materi Undang-Undang atas nama pribadi. Mahkamah Konstitusi 

menyatakan bahwa “berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, para pemohon sebagai 

warga negara Indonesia yang telah ikut aktif dalam pemerintahan antara lain 

sebagai pemilih dalam Pemilihan Umum…” 67  yang secara implisit dapat 

dimaknai bahwa hak konstitusional warga negara Indonesia perseorangan, yakni 

memilih dalam pemilihan umum, tetap dimiliki oleh anggota DPR. Sejalan 

dengan itu, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga 

negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum…” dapat dimaknai bahwa 
                                                           

67 Putusan MK no.23-26/PUU-VIII/2010, halaman 88 
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hak-hak konstitusional warga negara sama di depan hukum dan tidak dapat 

dihilangkan karena jabatan berdasarkan Undang-Undang termasuk tetapi tidak 

terbatas pada hak konstitusional pemohon untuk mengajukan uji materi sebagai 

warga negara Indoneisa perseorangan sesuai dengan pasal 51 ayat (1) huruf a UU 

MK; 

b. Bahwa permohonan ini diajukan bukan dalam kedudukan pemohon sebagai 

anggota DPR dan oleh karenanya permohonan tidak berkaitan dengan hak 

konstitusional anggota DPR yang secara khusus diatur dalam Pasal 19 ayat (1), 

Pasal 20, dan Pasal 20A ayat (3) UUD 1945, tetapi diajukan dengan kedudukan 

hukum sebagai warga negara Indonesia perseorangan sesuai pasal 51 ayat (1) 

huruf a UU MK68 dan menggunakan pasal 1 ayat (3), pasal 28D ayat (1), dan 

pasal 28I ayat (1) UUD 1945 sebagai batu uji; 

c. Bahwa permohonan ini didasarkan atas ketidakpastian hukum dalam pasal 15 

UU Tindak Pidana Korupsi yang berakibat secara langsung terhadap pemohon 

dan oleh karenanya merugikan hak konstitusional pemohon sesuai pasal 51 ayat 

(1) huruf a UU MK; 

d. Bahwa permohonan ini tidak meminta pembatalan UU atau menyatakan suatu 

UU tidak berlaku yang berarti menggugat tindakan legislatif yang dilakukan oleh 

DPR tetapi meminta penafsiran konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi agar 

                                                           
68 Pasal ini memberi keterangan bahwa pemohon yang berhak mengajukan judicial review 
karena merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 
undang-undang antara lain adalah perorangan warga negara Indonesia. 
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dapat memberikan makna yang jelas dan tegas atas kedua pasal yang 

dimohonkan pengujiannya; 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi 

agar dapat menyatakan bahwa pemohon mempunyai kedudukan hukum dalam 

mengajukan permohonan ini.  

Merujuk kepada putusan MK no.006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan 

putusan MK no.11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 yang menyatakan bahwa 

hak konstitusional pemohon harus memenuhi lima syarat sebagai berikut: 

a. Adanya hak dan /atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh 

UUD 1945; 

b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap 

dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya; 

c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat khusus dan aktual atau setidak-

tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan 

terjadi; 

d. Adanya hubungan sebab akibat anatar kerugian tersebut dan berlakunya undang-

undang yang dimohonkan pengujiannya; 

e. Adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian 

konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan dan tidak lagi terjadi. 

Merujuk pada uraian pemohon di atas, maka pemohon memiliki keyakinan bahwa 

syarat-syarat mutlak dalam pengujian undang-undang ini telah dipenuhi pemohon, 

dengan penjelasan sebagai berikut: 
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a. Syarat pertama adalah pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia dan 

oleh karenanya pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh 

UUD 1945 dan dalam hal ini bertindak sebagai pemohon sebagaimana 

ditentukan dalam pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK; 

b. Syarat kedua, hak dan /atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan oleh 

berlakunya Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi yang mengandung 

ketidakpastian hukum dan multi tafsir; 

c. Syarat ketiga, kerugian konstitusional bersifat spesifik dan aktual atau setidak-

tidaknya potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi. 

Ketidakpastian hukum dalam kaidah dan norma Pasal 15 UU Tindak Pidana 

Korupsi berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon saat 

proses penyelidikan ditingkatkan pada tahap pemeriksaan selanjutnya dengan 

menggunakan pasal yang disebutkan di atas. Selama ini, meskipun pemohon 

memiliki pendapat yang berbeda dengan Kejaksaan Agung tentang peristiwa 

tersebut, namun penyelidikan tetap dilanjutkan karena berdasarkan bukti 

pembicaraan yang didapatkan oleh Kejaksaan Agung antara pemohon dengan 

dua terduga kasus dugaan permufakatan jahat tindak pidana korupsi PTFI. Selain 

itu, kerugian konstitusional yang secara aktal timbul adalah munculnya 

kewajiban bagi pemohon untuk mengjadiri panggilan dari Kejaksaan Agung 

yang secara tidak langsung membatasi kebebasan pemohon; 

d. Syarat keempat, kerugian konstitusional pemohon timbul sebagai akibat dari 

berlakunya Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi yang tidak memberikan 
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kepastian hukum dan multi tafsir. Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Khusus telah melakukan pemanggilan terhadap pemohon dalam 

penyelidikan dugaan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana korupsi terkait perpanjangan izin PTFI, meskipun pemohon tidak 

memiliki kualitas untuk melakukan tindak pidanakorupsi yang dimaksud; 

e. Syarat kelima, kerugian konstitusional tidak akan terjadi lagi jika permohonan ini 

dikabulkan, karena dengan begitu Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda 

Tindak Pidana Korupsi dan penegak hukum lainnya tidak akan menyerapkan 

ketentuan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi secara membabi buta tanpa 

melihat kualitas orang tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi. 

Uraian di atas membuktikan bahwa pemohon merupakan perseorangan warga negara 

Indonesia yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian Pasal 15 

UU Tindak Pidana Korupsi. 

3. Amar Putusan 

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka 

Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk mengabulkan seluruh permohonan dari 

pemohon dengan alasan frasa “permufakatan jahat” dalam Pasal 15 UU Tindak 
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Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum 

yan mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “dua orang atau lebih yang 

mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”. Selain 

itu, frasa “tindak pidana korupsi” pada pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi juga 

bertentang an dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat 

jika tidak dimaknai sebagai “tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 2, 

pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14.” 

4. Dissenting Opinions 

Tetapi dalam proses pengambilan keputusan tersebut, ada 3 (tiga) Hakim 

Konstitusi yaitu I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Manahan M.P Sitompul yang 

memiliki pendapat yang berbeda (dissenting opinions) sebagai berikut; 

a. Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna 

Hakim Palguna mengatakan bahwa Pemohon dalam permohonan a quo telah 

menjelaskan mengenai kualifikasinya sebagai warga negara Indonesia yang juga 

berkedudukan sebagai anggota DPR, serta Pemohon adalah orang yang sama dengan 

Pemohon dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, yang pada saat itu Hakim 

Palguna menyatakan  tidak dapat menerima permohonannya. Pada permohonan 

sidang kali ini Hakim Palguna juga tetap pada pendiriannya bahwa warga negara 

Indonesia yang memiliki kualifikasi perseorangan seperti yang dijelaskan oleh 

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang bisa menjadikan dia sebagai 

pemohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945. Oleh karena itu 
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Hakim Palguna berpegang pada pendapatnya dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-

XIV/2016 mengenai kedudukan hukum Pemohon menyatakan permohonan a quo 

tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). 

b. Hakim Konstitusi Suhartoyo 

Hakim Suhartoyo menimbang bahwa UU Tindak Pidana Korupsi adalah 

Undang-Undang yang brsifat lex specialis dari KUHPidana, sehingga memiliki 

kekhususan termasuk di antaranya adalah kekhususan dari sisi materiil tentang tindak 

pidana percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat. Bahwa ketentuan 

pemidanaan terhadap tiga jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1), 

Pasal 56, dan Pasal 88 KUHPidana adalah mengatur tentang perluasan 

pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan pidana, pasal-pasal tersebut 

tidak berdiri sendiri, sehingga harus dilengkapi dengan delik pokok. 

Dalam perspektif UU Tindak Pidana Korupsi, pemaknaan yang terkandung 

dalam ketentuan Pasal 15 adalah sama yang dimaksudkan adalah percobaan dan 

pembantuan yang terkandung dalam pasal 53 dan pasal 56 KUHPidana, sedangkan 

untuk permufakatan jahat tidak bisa serta merta dapat mengadopsi dari Pasal 88 

KUHPidana, mengingat ada pembatasan pada pasal 103 KUHPidana yang 

membutuhkan syarat bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I dampai dengan Bab 

VIII buku ini berlaku bagi perbuatan-perbuatan yag leh ketentuan perundang-

undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali oleh Undang-Undang ditentukan 

lain. Sedangkan permufakatan jahat diatur dalam Bab IX. Namun oleh karena modus 

tindak pidana korupsi yang semakin beragam, termasuk modus dengan cara 
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permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi sanngat dimungkinkan terjadi, maka 

sangatlah beralasan dan konstitusional ketika permufakatan jahat tersebut 

dimasukkan sebagai bentuk perluasan pertanggungjawaban pidana dalam pasal 2, 

pasal 3, dan pasal 5 sampai dengan pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi sebagaimana 

percobaan dan pembantuan dalam pasal 53 dan pasal 56 KUHPidana hanya khusus 

untuk permufakatan jahat dalam UU Tindak Pidana Korupsi sifatnya lebih spesifik 

dan sangat konstektual yang dalam arti hal ini dalam perspektif tindak pidana korupsi. 

Hal tersebut dikarenakan permufakatan jahat yang diatur dalam pasal 88 KUHPidana 

ditujukan dalam konteks tindak pidana dalam pasal 110 KUHPidana dan seterusnya 

yang secara limitatif telah disebutkan dalam pasal 88 KUHPidana. 

Dalam perluasan pertanggungjawaban pidana baik percobaan, pembantuan 

atau permufakatan jahat disamakan pertanggungjawaban pidananya dengan yang 

dikenakan terhadap pelaku tindak pidana, hal tersebut tidak terlepas adanya tuntutan 

bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang 

luar biasa, hal ini sebagai konsekuensi yuridis yang disebabkan telah sedemikian 

sistematis dan meluasnya perbuatan-perbuatan korupsi yang dapat menimbulkan 

dampak terhadap kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Dari sanalah 

awal perbuatan korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). 

Sehingga sekali lagi sangatlah berargumentatif dan konstitusional ketika niat jahat 

melakukan korupsi diberikan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak 

pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi. 
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Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi dipandang sebagai delik yang tidak 

berdiri sendiri akan tetapi harus dikaitkan dengan ketentuan yang ada pasa pasal 2, 

pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, hal ini dimaksudkan bahwa perbuatan 

seseorang baru dapat dijerat dengan tindak pidana percobaan, pembantuan atau 

permufakatan jahat apablia ada perbuatan dari seorang tersangka yang memang 

memenuhi ketentuan pasal 2, pasal 3, maupun pasal 5 hingga dengan pasal 14 UU 

Tindak Pidana Korupsi. Sehingga seharusnya permohonan pemohon yang 

mengaitkan syarat adanya kualitas seorang pelaku atau tersangka yang harus dipenuhi 

di dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah permohonan yang 

bernuansa adanya rasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan karena syarat 

utama seseorang untuk dapat dijerat dengan pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi 

harus terpeuhi dengan adanya dugaan pelanggaran  pasal 2, pasal 3, maupun pasal 5 

hingga dengan pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi, sehingga ketika seseorang yang 

memang tidak merasa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2, 

pasal 3, maupun pasal 5 hingga dengan pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi tidak 

perlu ada keraguan atau ketakutan. Sedangkan kualitas seseorang seharusnya melekat 

kepada delik-delik utama yang ada pada pasal-pasal pokok yaitu pasal 2, pasal 3, 

maupun pasal 5 hingga dengan pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi, bukan pada 

delik yang bersifat pelengkap atau perluasan pertanggungjawaban yang bersifat tidak 

mandiri, sebagaimana yang ada pada pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi. 

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, delik yang diatur dalam pasa 15 UU 

Tindak Pidana Korupsi adalah sebuah bentuk perluasan dapat dipidananya perbuatan 
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seseorang (tatbestand-ausdehnungsgrund) dalam tindak pidana korupsi. Dan hal 

tersebut adalah tidak bisa dilepaskan dari semangat usaha pemberantasan tindak 

pidana korupsi yang harus dilakukan secara luar biasa (extra ordinary). 

Hakim Suhartoyo berpendapat bahwa dalam konsteks apa yang dialami oleh 

pemohon adalah adanya usaha dari pihak penyelidik yang mencoba mengedepankan 

ketentuan pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi yang melakukan penyelidikan terlebih 

dahulu apakah ada delik-delik pokok yang ada pada pasal 2, pasal 3, maupun pasal 5 

hingga dengan pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi. Menurut Hakim Suhartoyo, hal 

yang dilakukan oleh penyelidik dengan memanggil pemohon berdasarkan pada 

ketentuan pada pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi merupakan persoalan 

implementasi norma, bukan inkonstitusional pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi, 

oleh karena itu Hakim Suhartoyo menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon. 

c. Hakim Konstitusi Manahan M.P Sitompul 

Pertimbangan dan alasan perbedaan pendapat (dissenting opinions) yang 

dikemukakan oleh Hakim Sitompul dalam perkara ini antara lain: 

Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi: 

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan 
jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang 
sama sebagaimana dimaksud pasal 2, pasal 3, maupun pasal 5 hingga dengan 
pasal 14. 
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Pasal 53 KUHPidana: 

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari 

adanya permulaan pekaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan 

semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, 

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi 

sepertiga. 

Pasal 56 KUHPidana: 

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:  

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan. 

Pasal 88 KUHPidana: 

Dikatakan permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepalat 

akan melakukan kejahatan. 

Dilihat dari rumusan pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi bisa dikatakan 

bahwa pasal a quo bukan sebuah delik yang mengandung unsur-unsur tertentu, tetapi 

hanya suatu rumusan yang berisi petunjuk atau perintah kepada Jaksa Penuntut 

Umum dan Hakim agar bila mengajukan tuntutan atau menjatuhkan pidana percobaan 

(pasal 53 KUHPidana), pembantuan (pasal 56 KUHPidana), dan permufakatan jahat 

(pasal 88 KUHPidana) untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, maupun pasal 5 

hingga dengan pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi. Sehingga pasal 53, pasal 56, dan 
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pasal 88 KUHPidana merupakan pedoman untuk menjatuhkan straafmaat dalam UU 

Tindak Pidana Korupsi secara khusus. 

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi a quo 

terdiri dari tiga ketentuan yaitu percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat dalam 

tindak pidana korupsi. Penjelasan lebih lanjut mengenai apakah yang dimaksud 

perbuatan-perbuatan atau istilah percobaan, pembantuan, permufakatan jahat dalam 

UU Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (yang selanjutnya akan disebut UU KPK) dan 

Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi tidak 

menjelaskan unsur-unsur dan makna dari ketiga perbuatan tersebut. 

Ketentuan pidana tentang percobaan (pasal 53 KUHPidana) dan pembantuan 

(pasal 56 KUHPidana) dapat digunakan terhadap ketentuan pidana lainnya di luar 

KUHPidana, termasuk yang terdapat dalam UU Tindak Pidana Korupsi berdasarkan 

pasal 103 KUHPidana yang menyatakan “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai 

Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan 

perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali oleh undang-

undang ditentukan lain.” Dengan demikian secara sistematis ketentuan percobaan di 

pasal 53 KUHPidana (Bab IV) dan ketentuan pembantuan di pasal 56 KUHPidana 

(Bab V) tunduk pada ketentuan pasal 103 KUHPidana. Oleh karena itu istilah 

percobaan dan pembantuan dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi adalah identik 

dengan pasal 53 dan pasla 56 KUHPidana, karena UU Tindak Pidana Korupsi sendiri 

tidak menentukan definisi dan unsur-unsur dari “percobaan” dan “pembantuan” 
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tersebut. Tetapi khusus pada istilah “permufakatan jahat” dalam pasal 88 KUHPidana 

(Bab IX), ketentuan ini tidak dapat dipakai dalam perundang-undangan pidana 

lainnya di luar KUHPidana, karena padal 88 KUHPidana tidak tunduk pada ketentuan 

pasal 103 KUHPidana sehingga permufakatan jahat dalam pasal 15 UU Tindak 

Pidana Korupsi tidak mengacu pada pasal 88 KUHPidana. Oleh karena itu 

seharusnya UU Tindak Pidana Korupsi memberi definisi atau menyebut secara jelas 

unsur-unsur permufakatan jahat yang dimaksud dalam UU Tindak Pidana Korupsi. 

Penafsiran atau pemaknaan terhadap suatu istilah yang pengertian dan unsur-

unsurnya belum dinormalkan secara tegas dan jelas dalam suatu undang-undang 

adalah mengabaikan persyaratan lex scripta, lex stricta dan lex certa dari suatu norma 

undang-undang dan dapat merugikan hak konstitusional warga negara. Oleh karena 

itu, berdasarkan petitum yang diajukan oleh pemohon, maka frasa “permufakatan 

jahat” dalam pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi harus dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. 
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BAB IV 

KONSEP PEMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 15 UU 

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MK 

NO.21/PUU-XIV/2016 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH DUSTURIYAH 

 

A. Analisis konsep Pemufakatan Jahat dalam Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi pasca Putusan MK No.21/PUU-XIV/2016 

Perbuatan yang bisa masuk dalam definisi tindak pidana adalah sebuah 

tindakan yang dinyatakan terlarang dan diancam hukuman pidana oleh sebuah 

peraturan perundang-undangan. Dalam sistem hukum Indonesia, kumpulan peraturan 

mengenai hukum pidana umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Pada perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seiring 

dengan berjalannya waktu maka dibentuklah peraturan perundang-undangan 

mengenai pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang Khusus seperti Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Terorisme, dan lain sebagainya. Salah satu tindak pidana yang 

disebutkan dalam tiga undang-undang pidana khusus di atas adalah tindak pidana 

pemufakatan jahat, atau dalam istilahnya disebut samenspanning. 

Pengaturan mengenai tindak pidana pemufakatan jahat ini ditemukan pada 

Pasal 88, Pasal 110, Pasal 116, Pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 457 dan Pasal 
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462 KUHP. Pasal 88 KUHP memberikan definisi pemufakatan jahat sebagai “dua 

orang atau lebih yang telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Sedangkan Pasal 

110 ayat (1) KUHP menyebutkan “pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan 

menurut Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107 dan Pasal 108 diancam berdasarkan 

ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut”. Pasal-pasal yang dimaksud mengatur 

tentang tindak pidana yang dinilai berbahaya dan dianggap memiliki potensi untuk 

mengancam keamanan negara seperti upaya makar, upaya penghilangan nyawa 

presiden dan/atau wakil presiden, upaya menjatuhkan sebagain atau seluruh wilayah 

negara ke pihak musuh, dan pemberontakan. 

Berkaitan dengan definisi dari konsep pemufakatan jahat pasca putusan MK 

No.21/PUU-XIV/2016, penulis menyertakan beberapa pendapat dari beberapa pakar 

hukum yang bisa memberikan keterangan dan pengertian terhadap pemufakatan jahat, 

juga dari perspektif knegosiasi yang memiliki kesamaan dengan permufakatan. 

1. Hukum Pidana 

Eddy O.S. Hiariej memberikan pendapat bahwa salah satu prinsip yang paling 

penting dalam hukum pidana adalah adanya asas legalitas. Mengutip penjelasan dari 

Machteld Boot dari pendapat Hans-Heinrich Jescheck dan Thomas Weigend, ada 

beberapa hal yang berkaitan dengan asas legalitas. Pertama, prinsip nullum crimen 

noela poena sini fege praevia (tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang 

sebelumnya). Maksudnya adalah ketentuan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. 

Suatu perbuatan bisa dikenai pidana jika sudah ada undang-undang yang mengatur 
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tentang perbuatan itu sebelumnya. Kedua, pinsip nullum crimen nulla poena sini lege 

scripta (tidak ada pidana tanpa undang-undang tertulis). Makna dari prinsip ini adalah 

semua ketentuan pidana harus tertulis, tidak boleh pelaksanaan hukuman berdasarkan 

pada hukum kebiasaan. Konsekuensi dari prinsip ini, semua ketentuan pidana harus 

tertulis, baik perbuatan yang dilarang maupun pidana yang diancam terhadap 

perbuatan yang dilarang harus tertulis secara expressive verbis dalam undang-undang. 

Ketiga, prinsip nullum crimen nulla poena sine lege certa (tidak ada perbuatan pidana 

tanpa undang-undang yang jelas). Sebuah rumusan pidana harus jelas sehingga tidak 

bersifat multitafsir yang bisa membuat kerancuan dalam penegakan hukum. Begitu 

juga dalam proses penuntutan, dengan sebuah rumusan pidana yang jelas, penuntut 

umum bisa dengan mudah menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat 

dimasukkan dalam kualifikasi perbuatan pidana. Keempat, prinsip nullum crimen 

noela poena sine lege stricta (tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat). 

Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara jelas dan ketat, tidak boleh menggunakan 

analogi yang berpotensi menimbulkan perbuatan pidana yang baru. 

Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap 

orang yang melakukan tindakan percobaan, pembantuan, dan pemufakata jahat dalam 

tindak pidana korupsi akan dipidana dengan pidana yang sama denga Pasal 2, Pasal 3, 

Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi 

pemufakatan jahat yang ada dalam Pasal 88 KUHP merupakan salinan dari Pasal 80 

Ned. Wetboek van Strafrecht (KUHP Belanda). Karena pasal tersebut merupakan 

salinan langsung, maka dengan sendirinya pendapat dari pakar hukum pidana 
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Belanda dapat dipakai juga di Indonesia. C.P.M Cleiren, seorang guru besar hukum 

pidana di Universitas Leiden, dibantu oleh J.F.Nijiboer yang merupakan lector kepala 

di bidang hukum pidana di universitas yang sama, memberi pendapat bahwa Pasal 80 

ned.WvS mengenai pemufakatan jahat (samenspanning) ini bermaksud untuk 

menangani kejahatan sangat serius yang membahayakan negara, seperti kejahatan 

terhadap keamanan negara, makar terhadap kepala negara dan pemerintahan, upaya 

pemberontakan dan penggulingan pemerintahan yang sah. Jadi tidak untuk kejahatan 

serius lainnya seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan lain-lain. Dikatakan 

pemufakatan jahat karena adanya kesepakatan dari dua orang atau lebih, tidak bisa 

dilakukan seorang diri.69 

Roeslan Saleh dalam terjemahan dan komentar Buku I KUHP mengatakan: 

“Adanya pemufakatan jahat dapat disimpulkan dari keterangan-keterangan orang 

yang telah bersepakat. Persetujuan merupaan suatu tanda yang dapat dilihat mengenai 

persesuaian kehendak yang merupakan dasar daripada adanya pemufakatan.” Jadi 

tindakan pemufaktaan jahat tidak mungkin dilakukan seorang diri, tanpa adanya 

kesepakatan dari dua orang atau lebih. Yang bisa dilakukan oleh satu orang adalah 

perbuatan persiapan (voorbereidingshandeling/preparation act), dimana dalam UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengancam pidana.70 Roeslan Saleh 

juga mengatakan bahwa pemufakatan jahat adalah sebuat pemufakatan yang 

disimpulkan dari keterangan setiap orang yang telah bersepakat. Persetujuan dari 

                                                           
69 Handoko, D.,  Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia, (Hawa dan AHWA., 
2017), 50-52. 
70 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, hal 38-39 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

75 
 

orang-orang ini adalah tanda yang dapat dilihat tentang kesesuaian 

kehendak/kemauan yang yang menjadi dasar atas terjadinya sebuah pemufakatan.71 

Tim ahli penerjemah Badan Pemilihan Hukum Nasional memiliki arti yang 

berbeda mengenai istilah samenspanning, sehingga dalam hukum nasional kita ada 

tiga arti dalam istilah yang sama. Pertama, perjanjian. Kedua, pemufakatan jahat. 

Ketiga, berkomplot. Dari ketiga arti itu dapat ditarik kesimpulan bahwa 

samenspanning terjadi ketika terdapat perjanjian atau kesepakatan antara dua orang 

atau lebih untuk berbuat kejahatan72.  

Sammenspanning atau pemufakatan jahat juga dapat dilihat dilihat melalui 

segi subjektif dan objektif. Secara subjektif, pemufakatan jahat bisa diartikan sebagai 

niat diantara para pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Diperlukan adanya 

toesteming atau kesepakatan diantara para pelaku untuk berusaha mewujudkan 

rencana kejahatan yang akan mereka lakukan. Sedangkan secara objektif, 

pemufakatan jahat adalah permulaan pelaksanaan dari pemufakatan jahat, seperti 

yang telah dijelaskan dalam delik percobaan73 . Salah satu pembagian jenis delik 

dalam hukum pidana adalah delik persiapan, delik percobaan, delik selesai dan delik 

yang berkelanjutan. Delik persiapan adalah delik yang dapat menimbulkan bahaya 

nyata meskipun hanya dalam sebatas persiapan atau perencanaan tanpa dilakukannya 

delik percobaan. Sedangkan delik percobaan membutuhkan sebuah aksi atau 

                                                           
71 Saleh, R., Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, cetakan I. (Aksara Baru, Jakarta, 
1982), 142. 
72 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 78-80. 
73 Jerome Hall, Studies in Jurisprudence and Criminal Theory, (New York: Oceana Publications, Inc., 
1958),  557. 
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perbuatan, tetapi perbuatan itu tidak selesai karena sesuatu yang terjadi yang 

menyebabkan tujuan pelaku tidak tercapai74. 

Subjek delik, perbuatan yang dilarang (straafbar) dan ancaman pidana 

merupakan unsur-unsur yang ada dalam perumusan sebuah tindak pidana. Unsur 

straafbar yang mengatur dengan jelas mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang 

dilarang, dengan cara memberi rincian bentuk perbuatan maupun rujukannya pada 

pasal tertentu. Oleh karena itu, frasa “…. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud 

dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14” adalah rumusan delik yang tidak 

jelas sehingga bisa menimbulkan kerancuan dan multi tafsir karena tidak memberikan 

definisi yang tegas dan rinci dalam unsur straafbar-nya. 

Kesepakatan atau perjanjian untuk melakukan suatu kejahatan pada dasarnya 

tidak dapat dipidana karena hanya sebatas mengungkapkan apa yang ada dalam 

pikiran, berdasarkan adagium cogitationis poenam patitur. Maksudnya adalah 

seseorang tidak dapat dihukum hanya karena niat atau rencana yang ada dalam 

pikirannya. Tetapi ada beberapa kejahatan tertentu yang walaupun hanya masih 

berupa rencana atau kesepakatan saja sudah dapat menimbulkan dampak yang 

berbahaya terhadap keamanan negara. Sehingga untuk mencegah akibat dari 

perbuatan tersebut pembentuk undang-undang perlu untuk menjatuhkan pidana pada 

tahap perencanaan, yang dalam definisinya masuk pada jenis delik persiapan. Oleh 

                                                           
74 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016),  142-
143 
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karena ini jenis-jenis kejahatan yang dapat membahayakan negara walau hanya pada 

taraf permufakatan saja harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Dalam 

sistem perundang-undangan Indonesia, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 

108 KUHP menyebutkan secara tegas jenis-jenis delik persiapan yang diancam 

pidana, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP sebagai bentuk dari 

pemufakatan jahat. 

2. Hukum Tata Negara 

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi dirumuskan secara tidak jelas sehingga bersifat multi tafsir dan tidak 

memiliki kepastian hukum. Menurut Chairul Huda, rumusan ini menggambarkan 

tentang kriminalisasi yang tidak sempurna karena hanya memuat sanksi pidana saja. 

Yaitu dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 hingga Pasal 14 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Sementara itu perbuatan yang dilarang (strafbaar), pembentuk 

undang-undang hanya menyebutkan istilah seperti percobaan, pembantuan dan 

pemufakatan jahat. Istilah ini belum menggambarkan adanya konsep yang tepat 

karena hanya merupakan istilah tentang satu persoalan atau konsep dalam hukum 

pidana. Padahal Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah rumusan 

delik karena ada unsur subjek setiap orang. Selain menyebutkan strafbaar, harus ada 

unsur strafmaat dan strafsoort jumlah dan sanksinya. Tetapi pembentuk undang-

undang tidak memberikan penjelasan, tidak memberikan unsur, tidak memberikan 
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uraian tentang apa yang kemudian dimaksud dengan percobaan, perbantuan dan 

pemufakatan jahat. 

Delicta communia dan delicta propria adalah dua klasifikasi delik yang ada 

dalam sistem hukum pidana. Delicta communia adalah delik yang bisa dilakukan oleh 

siapapun, yang tidak membutuhkan kualitas khusus untuk melakukannya. Sedangkan 

delicta propria adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang 

memiliki kualitas dan kualifikasi khusus. Kedua delik ini pada hakikatnya membahas 

mengenai subjek hukum yang dapat dikenai pidana berdasarkan rumusan hukum 

suatu delik. Dalam kaitannya dengan pemufakatan jahat dan pembagian delik antara 

Delicta communia dan delicta propria, delik pemufakatan jahat hanya bisa dilakukan 

antara dua orang atau lebih yang memilki kualifikasi yang sudah ditentukan di dalam 

undang-undang. Padahal ketentuan dari pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi tidak membedakan secara tegas antara pemufakatan jahat terhadap Delicta 

communia atau delicta propria. Dalam sebuah pemufakatan jahat tindak pidana 

korupsi, tidak mungkin terjadi sebuah pemufakatan antara dua orang atau lebih jika 

tidak memiliki kualifikasi dan kualitas untuk bisa melakukan tindak kejahatan 

tersebut75. 

Ada tiga istilah delik yang disebutkan dalam Pasal 15 UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi yaitu percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat yang 

coba penulis hubungkan dengan Pasal 103 KUHP. Dalam Pasal 103 KUHP, 

                                                           
75 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, hal 113-114 
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dijelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam bab 1 sampai 8 buku pertama 

KUHP juga berlaku pada perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan yang 

lain diancam dengan pidana kecuali jika oleh undang-undang itu ditentukan lain. 

Definisi mengenai percobaan ada di bab 4 Pasal 53 KUHP, sementara pembantuan 

ada di bab 5 Pasal 56 KUHP. Dengan kata lain, dengan mengacu pada Pasal 103 

KUHP maka unsur dari percobaan dan pembantuan pada Pasal 15 UU Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi bisa dikenai sanksi pidana tanpa memerlukan definisi khusus. 

Yang menjadi pokok perhatian adalah definisi pemufaktaan jahat, dimana dalam buku 

pertama KUHP terletak pada bab 9 Pasal 88. 

Chairil Huda memberi pendapat dari segi sistematika hukum Pasal 88 KUHP 

tidak bisa dipakai untuk memberi definisi pemufakatan jahat pada Pasal 15 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak rujuk oleh Pasal 103 KHUP, juga 

oleh UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sendiri. Sebuah strafbaar tidak boleh 

didasarkan pada penafsiran untuk mengurai suatu undang-undang. Oleh karena itu, 

definisi pemufakatan jahat jelas secara keilmuan, tapi tidak jelas secara undang-

undang76. 

H.A.S Natabaya mengatakan bahwa sejak awal pembentukan UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada era reformasi kental 

dengan unsur politik legislatif yang mengesankan adanya sebuah perubahan yang 

cepat terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Oleh karena itu ada beberapa aspek 

                                                           
76  MKRI, Ahli: Frasa “Permufakatan Jahat” Multitafsir , 20 April 2016 [online] dalam  
https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13063&menu=2 [diakses pada 12 Maret 2020] 
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dan pasal dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak melihat aspek, 

teoritis dan membandingkannya dengan layak dari undang-undang serupa yang ada di 

dalam maupun luar negeri. Tiga norma yang disatukan dalam pasal 15 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebuat kesalahan oleh Natabaya. 

Percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat memiliki implementasi dan praktik 

yang berbeda satu sama lain. Hal ini yang sepertinya kurang diperhatikan oleh dewan 

legislatif saat membuat rancangan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi77. 

Di Belanda, Carolyn M. mengatakan bahwa actus reus pada tindak percobaan 

bisa dilihat pada adanya permulaan, tindakan yang menuju pada niat dari pelaku. 

Mahkamah Agung juga berpendapat demikian, bahwa secara rasional sebuah perilaku 

yang dipandang berbahaya di mata hukum harus dilihat melalui permulaan 

perbuatannya. Perkembangan hukum sejak awal abad ke-20 bergeser dari pendekatan 

objektif menuju pendekatan moderat objektif, dimana percobaan untuk melakukan 

tindakan pidana, niat pelaku untuk melakukan perbuatan tidak bisa ditindak secara 

pidana karena harus ada sebuah kemungkinan dari penyelesaian perbuatan tersebut. 

Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini menyatukan tiga 

ketentuan tindak pidana yaitu percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat tetapi 

dalam penjelasannya hanya berbunyi “… aturan khusus karena ancaman pidana pada 

percobaan dan pembantuan tindak pidana pada umumnya dikurangi 1/3 (sepertiga) 

dari ancaman pidananya.” Baik bunyi pasal maupun penjelasan pasal 15 UU 

                                                           
77 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016, hal 44-46 
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipandang sebuah kontradiksi dengan Pasal 

53, Pasal 56 dan Pasal 88 KUHP. Menurut isi pasal 15 UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, setiap orang yang melakukan percobaan dna pembantuan 

mendapatkan pengurangan hukuman tanpa ada pengurangan hukuman dalam berbuat 

pemufakatan jahat. Sementara itu konsep pemufakatan jahat yang ada pada Pasal 88 

KUHP memiliki arti perbuatan yang dapat melemahkan kekuasaan negara. Konsep 

pemufakatan jahat jika merujuk pasa Pasal 88 KUHP hanya diartikan sebagai makar 

yang digunakan pada kejahatan terhadap keamanan negara seperti yang tertera di 

Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 110 KUHP. Untuk membuktikan bahwa sebuah 

perbuatan itu didefinisikan sebagai pemufakatan jahat (makar) maka harus terbukti 

akan adanya kesepakatan diantara para pelaku, kemudian harus ada tindakan nyata 

yang melawan hukum, dan ada mens rea untuk melakukan pemufakatan jahat sebagai 

sebuah perbuatan substantif yang memiliki kesesuaian dengan bukti yang didapat78. 

3. Perspektif Negosiasi 

Proses perundingan untuk mencapai suatu kesepakatan adalah persamaan dari 

pemufakatan dan negosiasi, sehingga penulis memiliki pendapat bahwa dalam 

mencapai sebuah kata sepakat dalam bermusyawarah, seringkali diperlukan teknik 

negosiasi agar bisa mencapai kata sepakat dan saling menguntungkan. Dua elemen 

penting yang terjadi dalam proses negosiasi yaitu, pertama penggunaan persuasi dan 

argumen untuk mengakhiri perbedaan sehingga dua pihak atau lebih yang terlibat bisa 

                                                           
78 ibid, hal 47-48 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

82 
 

mendapat hasil yang diterima secara bersama sehingga terjadi suatu kesepatakan. 

Kedua, terjadi interaksi secara langsung diantara orang-orang terutama interaksi 

secara lisan karena hasil negosiasi sangat dipengaruhi oleh sikap dan emosi manusia, 

tidak hanya dipengaruhi oleh logika argumentasi masing-masing pihak. Dengan 

melakukan komunikasi secara langsung, seorang negosiator bisa menangkap emosi  

lawan bicaranya dengan jelas sehingga hasil kesepakatan pun bisa diterima semua 

pihak dengan mudah.79 

Tidak semua orang bisa menjadi negosiator, karena untuk mendapatkan solusi 

terbaik dari sebuah kesepakatan dibutuhkan kemampuan dari seorang negosiator 

profesional yang memahami tujuan dari negosiasi dilakukan, dan memiliki 

kemampuan dan kapasitas sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga 

semua pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan. Seorang negosiator harus 

mengetahui dan paham akan tujuan yang akan dicapainya, dengan memperhitungkan 

posisi dan potensi yang dia dan rekannya miliki dalam mencapai tujuannya, serta 

sejauh mana tujuan-tujuan yang berbeda itu bisa dikompromi dan mencapai 

kecocokan satu sama lain. Setiap negosiator juga secara konstan membandingkan 

tujuan mereka dengan tujuan rekan negosiasinya dan’mencoba memperhitungkan 

kecocokan kapasitas dan tujuan satu sama lain. Terkadang untuk memperoleh tujuan 

yang lebih besar, seorang negosiator juga’’perlu’’menggunakan’’ancaman atau 

                                                           
79  Lidia Evelina, Pentingnya Keterampila Berkomunikasi  dalam Lobi dan Negosiasi, Jurnal 
Komunikolog Vol.1 No.2, September 2004 [online] dalam 
https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/7 hal. 50 [diakses pada 20 Februari 
2020]  
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menunjukkan posisi tawar (bargaining position) yang lebih besar. Tetapi hal ini 

jarang dilakukan karena tujuan dari bernegosiasi adalah untuk’mencapai kesepakatan 

tanpa tekanan dari pihak manapun.80 

Dari penjelasan di atas, penulis memberi pendapat bahwa negosiasi adalah 

sebuah proses komunikasi dimana dua’pihak’atau lebih yang memiliki tujuan berbeda 

terhadap suatu hal, yang’’kemudian melakukan sebuah’’proses kerjasama untuk 

menghasilkan kesepakatan’timbal-balik yang saling menguntungkan. Tetapi’’seperti 

musyawarah untuk mencapai kata mufakat yang juga bisa digunakan untuk suatu 

kejahatan, negosiasi juga bisa’’digunakan untuk membahas suatu hal yang 

bertentangan dengan aturan hukum. Persuasi’atau’bujukan yang’digunakan dalam 

proses negosiasi kejahatan bisa untuk meyakinkan pihak lain agar sepakat melakukan 

kejahatan yang diniatkan. 

B. Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap konsep Pemufakatan Jahat dalam 

Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasca Putusan MK 

No.21/PUU-XIV/2016 

Analisa berdasarkan perspektif hukum Islam menjelaskan beberapa usaha 

tindakan permufakatan jahat yang terjadi baik pada masa Nabi Muhammad SAW 

maupun pada masa Al-Khulafāʾu ar-Rāshidūn. Sejarah pertama permufakatan jahat 

kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW telah tercatat dalam Al-Qur’an 

sebagaimana ayat berikut: 

                                                           
80 S.L. Roy, Diplomasi,  (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), 73-74 
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كَفَرُوا۟ لِيثُْبِتوُكَ أوَْ يقَْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ ۚ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ  ٱلَّذِينَ وَإِذْ يمَْكُرُ بكَِ 

 ُ َّ๡وَ  ۖٱ  ُ َّ๡كِرِينَ خَيْرُ  ٱ    ٱلْمَٰ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika orang-orang kafir (Quraisy) memikirkan daya 
upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau 
membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah 
menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik Pembalas tipu daya. (QS. 
Al-Anfaal: 30)81. 

Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat tersebut turun sebagai kabar bagi Nabi 

Muhammad SAW bahwa orang-orang kafir Quraisy berencana untuk membunuh 

beliau pada malam sebelum beliau hendak hijrah ke Madinah. Orang-orang kafir 

bermaksud untuk menangkap beliau ketika beliau keluar dari rumahnya, tapi Allah 

melindungi Nabi Muhammad SAW dengan cara membuat orang-orang kafir tersebut 

mengantuk dan tertidur. Nabi Muhammad SAW yang sudah mengetahui rencana 

usaha pembunuhannya, menyuruh ʿAlī bin Abī Ṭālib  untuk menggantikan beliau 

tidur di tempat tidur beliau sebagai tipuan agar orang-orang kafir itu tidak curiga dan 

mengira bahwa Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam rumahnya.82 

Pada awal pemerintahan Abū Bakar selepas Nabi Muhammad SAW wafat 

juga tidak lepas dari upaya pemberontakan yang dilakukan oleh beberapa kabilah 

                                                           
81 Di dalam Al-Qur’an sendiri memang lebih banyak menggunakan istilah مكر yang berarti menipu atau 
memperdaya, dibandingkan istilah al-bagyu seperti yang termuat dalam beberapa ayat yang membahas 
mengenai tipu daya para musuh Nabi Muhammad SAW, seperti dalam surat an-Naml: 50, Ibrahim: 46, 
Ali Imran: 54 dan lain sebagainya. Tetapi meski penggunaan istilahnya berbeda, substansi dari مكر dan 
al-bagyu sendiri sama, yaitu sama-sama ingin melengserkan kekuasaan penguasa yang sedang 
menjabat 
82 Ismail bin Umar bin Katsir al-Dimasyqi, Tafsir Alquran al-Karim, (T.tp.: Dar Thibah, 
1420H/1999M), juz 4, 44 
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seperti Bani Kinanah dan Bani Zubyan. Mereka menolak untuk membayar zakat 

karena mereka menganggap zakat adalah sebuah bentuk pajak yang harus dibayar 

kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW telah wafat maka 

mereka mengangap bahwa kewajiban tersebut telah gugur. Selain itu, ada beberapa 

usaha pembangkangan dan separatis yang dihadapi oleh Abū Bakar di masa awal 

pemerintahannya. Melihat ini semua, akhirnya Abū Bakar memutuskan untuk 

memerangi para pembangkang tersebut. 

Usaha-usaha makar dalam sejarah Islam tidak berhenti setelah itu. 

Pemberontakan lain juga terjadi pada khalifah ʿAlī bin Abī Ṭālib, yang dikenal 

dengan kelompok bernama Khawārij. Pada awalnya kelompok ini merupakan 

pengikut ʿAlī bin Abī Ṭālib  pada perang Siffin, yaitu perang antara ʿAlī bin Abī 

Ṭālib dan Muʿāwiyah bin Abī Sufyān. Perang ini berakhir dengan adanya perjanjian 

damai antara kedua belah pihak dengan disertai beberapa syarat antara lain ʿAlī bin 

Abī Ṭālib menyerahkan tampuk kepemimpinan pada Muʿāwiyah bin Abī Sufyān, 

tetapi kelompok Khawārij tidak menerima hasil perjanjian damai tersebut sehingga 

mereka mengambil sikap untuk memisahkan diri dari barisan pendukung ʿAlī bin Abī 

Ṭālib. Mereka memilih sikap secara terang-terangan menolak hasil kesepakatan yang 

diaputuskan oleh ʿAlī bin Abī Ṭālib sebagai pemimpin yang sah dan tidak lagi 

mengakui pemerintahan yang sah setelah ʿAlī bin Abī Ṭālib mundur dari jabatannya. 

Beberapa contoh di atas kiranya bisa mewakili perbuatan permufakatan jahat dan 
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tindakan makar yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafāʾu ar-

Rāshidīn. 

Mengenai hadis tentang makar, Nabi Muhammad SAW sendiri pernah 

bersabda: 

Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: 
Barangsiapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jama’ah lalu dia 
mati maka kematiannya dianggap sebagai matinya kaum jahiliyah. [HR. 
Imam Muslim no. 3437]."83 

Menurut hukum Islam, tindakan permufakatan jahat atau bisa juga disebut 

dengan tindakan makar, perencanaan untuk melakukan bentuk perlawanan terhadap 

pemerintahan yang sah disebut dengan al-bagyu yang dapat menerima hukuman 

karena tindakan makar meski masih dalam taraf perencanaan sudah mengancam 

kekuasaan pemerintah yang sah dengan cara tindakan pembangkangan dan melepas 

kesetiaannya terhadap pemerintah dan negara dan atau berusaha menggulingkan 

kekuasaan kepala pemerintahan (ulil amri) yang sah.84 

 Secara bahasa al-bagyu memiliki arti keluar dari aturan, pemberontakan, 

melebih-lebihkan suara, dan perbuatan zalim.85 Menurut pendapat fuqoha Syafi’iyah, 

                                                           
83 An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Juz 12, (Mesir: Al Matba’ah al Misriyah wa Maktabatuha, 
1924), 238. 
84 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 111. 
85 Ibrahim Mustafa, dkk, al-Mu’jam al-Wasith, (T.tp.: Dar al-Da’wah, t.th), 65 
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yang dimaksud al-bagyu adalah “keluarnya kelompok yang memiliki kekuatan dan 

pemimpin yang ditaati, dari kepatuhan kepada kepala negara dengan menggunakan 

alasan yang tidak benar.”86 Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa al-

bagyu adalah “menolak untuk tunduk dan taat kepada orang yang kepemimpinannya 

telah sah dan tindakannya bukan dalam maksiat,dengan cara menggulingkannya.”87 

Dari beberapa pendapat diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa al-

bagyu adalah tindakan dari beberapa orang (dua atau lebih) untuk melakukan 

pembangkangan atau penentangan terhadap pemerintahan yang sah dengan cara 

melawan hukum dan mencoba menggulingkan pemerintahan tersebut. Sedangkan 

permufakatan jahat dalam hukum Islam selama ini hanya dimaknai sebagai tindakan 

konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, atau dalam hal ini tindakan 

makar. 

Terminologi korupsi dalam Islam terbagi-bagi dalam berbagai macam istilah, 

seperti gulul yang bermakna berkhianat. Dikatakan berkhianat karena proses 

pengambilan harta yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh 

orang lain selain para pelaku.88 Istilah gulul ini diambil dari hadis Rasulullah yang 

berbunyi: 

 

                                                           
86 Ahmad WardiMuslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: SinarGrafika. 2005), 110 
87Ibid, 109 
88 Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh S}ah}ih Bukhari, dalam CD al-Maktabah al-
Syamilah.hlm. 317. 
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غُلوُلاً يأَتِْي بهِِ يَوْمَ مَنْ اسْتعَْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فكََتمََناَ مِخْيطًَا فمََا فوَْقهَُ كَانَ 

 الْقِيَامَة

Artinya: Barangsiapa yang aku tugaskan dalam suatu tugas, lalu dia 
menggelapkan (menyembunyikan) seuah jarum atau barnag yang lebih kecil, 
maka itu adalah sebuah pengkhianatan (korupsi) yang akan dia pikul pada 
hari kiamat.89 

Husein Alatas mengatakan bahwa korupsi adalah suatu penipuan terhadap 

kepercayaan yang diberikan pada orang yang berkorupsi. Tidak saja dia mengkhianati 

tempat dia bekerja, tapi koruptor juga mengkhianati pemerintah dan masyarakat 

umum karena dia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan 

umum.90 Allah SWT sudah memperingatkan umat Islam agar tidak berlaku curang 

dan melakukan penipuan dalam surat Ali ‘Imran ayat 161 yang berbunyi:  

ۚ  وَمَن يغَْللُْ يَأتِْ بمَِا غَلَّ يوَْمَ  مَةِ وَمَا كَانَ لِنَبىٍِّ أنَ يَغلَُّ  ثمَُّ توَُفَّىٰ كُلُّ نفَْسٍ  ۚٱلْقِيَٰ

ا كَسَبتَْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ   مَّ

Artinya: Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta 
rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat  dalam urusan rampasan 
perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang 
dikhianatkannya. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang 
apa yang ia kerjakan dengan (balasan) yang setimpal, sedang mereka tidak 
dianiaya. 

 

 

                                                           
89 Imam Al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslim, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 
2003), 716. 
90 Husein Alatas, The Sociology of Corruption, (Singapore: Times Indonesia, 1993), 49-50 
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Sepanjang penulisan tesis ini penulis tidak menemukan dalil baik yang 

bersumber dari Al-Qur’an, hadis atau pendapat dari para fuqoha mengenai 

pemufakatan jahat tindak korupsi. Karena pemufakatan jahat tindak korupsi hanya 

sebatas bersepakat, belum merencanakan atau memulai perbuatan korupsi yang 

dituju. Walau seperti itu, sudah jelas tujuan dari korupsi atau suap tidak lain adalah 

untuk memperoleh keuntungan diri sendiri. Allah SWT sudah melarang umat 

manusia untuk menumpuk-numpuk harta kekayaan, apalagi dengan cara yang tidak 

baik seperti korupsi, sebagaimana dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 

 ٱلْمَقاَبِر۝َحَتَّىٰ زُرْتمُُ  ٱلتَّكَاثر۝ُُألَْهَىٰكُمُ 

Artinya: Saling memperbanyak telah melengahkan kamu. Sampai kamu telah 

menziarahi kubur-kubur. 

Ayat ini menjelaskan mengenai manusia yang menyibukkan diri bersaing saling 

memperbanyak harta benda diantara manusia dengan segala cara hingga tidak 

memperhatikan norma dan nilai-nilai agama. Yang dikecam dalam ayat ini adalah 

persaingan yang mengakibatkan (اللهو) al-lahw yang artinya membuat seseorang 

lengah dan tidak mengindahkan hal lain yang lebih penting dalam hidupnya. Pada 

ayat ke dua, Allah memperigatkan bahwa kelengahan manusia dalam berlomba-

lomba memperbanyak harta ini tidak akan membuat mereka merasa puas, bahkan 

perasaan ingin terus-menerus menumpuk harta ini akan selalu ada sampai mereka ke 

liang lahat. Rasa bersaing ini akan selalu menghantui benak dan pikiran manusia, di 

dalam benaknya akan selalu terbayang harta dan kedudukan yang lebih tinggi yang 
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bisa dia peroleh, juga pengaruh dan pengikut yang lebih besar dari yang sudah dia 

dapatkan.91 

Selanjutnya pada ayat 3-4 Allah mengingatkan manusia untuk berhati-hati 

agar tidak melakukan persaingan itu, 

 ون۝َكَلاَّ سَوْفَ تعَْلَمُون۝َ ثمَُّ كَلاَّ سَوْفَ تعَْلمَُ 

Artinya: Hati-hatilah!  Kamu akan mengetahui. Dan berhati-hatilah kelak kamu akan 

mengetahui. 

Dalam kaitannya dengan perlombaan menumpuk harta pada ayat dua ayat 

sebelumnya, kedua ayat di atas memperingatkan manusia untuk berhati-hati. Hati-

hatilah! Jangan melakukan persaingan seperti itu karena kelak manusia akan 

mengetaui akibatnya. Dua kali Allah SWT memperingatkan manusia untuk berhati-

hati akan bahaya berlomba-lomba menumpuk harta, karena hal tersebut tidak akan 

membawa kebahagiaan yang abadi. Kepuasan yang muncul akibat keinginan 

menumpuk harta tidak akan membawa manusia pada tujuan dari hakikat kehidupan 

karena sudah pasti keburukan dan kesengsaraan yang akan diterima akibat dari 

menumpuk harta tersebut.92 

  

                                                           
91 M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an. Vol 15. (Jakarta: 
Lentera Hati, 2002), 486-487. 
92 Ibid, 488-489 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di bab I-IV,  kesimpulan yang 

akan penulis dibawah ini merupakan jawaban dari dua rumusan masalah yang penulis 

kemukakan di awal penulisan: 

1. Pada putusan akhir Mahkamah Konstitusi no.21/PUU-XIV/2016 tentang 

permufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi, Mahkamah Konstitusi memberikan definisi mengenai konsep 

pemufakatan jahat yaitu jika dua orang atau lebih yang memiliki kualitas yang 

sama saling bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Kualitas yang 

dimaksud di sini adalah sebagai pegawai negeri atau pejabat negara 

sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (2) UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Definisi ini perlu diberikan karena 

selama ini pemaknaan dari konsep pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang jelas dan bisa menimbulkan 

multitafsir, yang bisa mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional jika yang 

dipakai untuk menafsirkan frasa permufakatan jahat itu berdasarkan pada 

penjelasan dari Pasal 88 KUHPidana yang bersifat delik umum, sementara 

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan delik khusus yang 

membutuhkan syarat dan kualitas tertentu untuk melakukannya. 
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2. Pada dasarnya tidak ada larangan dalam hukum Islam untuk melakukan 

sebuah tindakan yang hanya dalam sebatas pemufakatan, kecuali jika tindakan 

tersebut bertujuan untuk membahayakan nyawa pemimpin pemerintahan atau 

untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Penulis tidak menemukan 

larangan yang secara eksplisit ditulis dalam Al-Qur’an maupun hadis 

mengenai pemufakatan jahat tindak pidana korupsi. Tetapi larangan untuk 

melakukan korupsi dan saling bermegah-megahan tertulis dengan jelas dalam 

Al-Qur’an Surat At-Takaasur ayat 1-4 dan hadis Rasulullah. Karena keinginan 

untuk bersaing saling menumpuk harta itu merupakan sebuah penyakit hati 

yang susah sembuh, bahkan akan selalu bisa menghantui benak pikiran 

manusia hingga ke liang lahat. 

B. SARAN 

Setelah menyelesaikan karya tulis ini, berikut Penulis sertakan beberapa saran 

yang Penulis harap bisa dipakai oleh pihak-pihak terkait: 

1. Kepada lembaga legislatif, hendaknya saat merumuskan undang-undang agar 

memberi definisi yang jelas dan rigid terhadap suatu frasa dalam undang-

undang agar tidak terjadi penafsiran yang beragam, karena hal tersebut  dapat 

menimbulkan ketidakpastian hukum yang berakibat panjang dan berbelitnya 

proses peradilan, dan pelanggaran hak asasi serta hak konstitusi warga negara 

Indonesia. Selain itu, dalam merumuskan sebuah rancangan undang-undang 

yang baru, hendaknya anggota legislatif bisa tetap netral dan berfokus pada 
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kemaslahatan seluruh masyarakat Indonesia dan tidak dipengaruhi oleh 

kepentingan pengaruh luar yang mengandung muatan politis besar. 

2. Kepada lembaga peradilan terutama kejaksaan hendaknya menjalankan 

tugasnya dengan lebih cermat dalam pemilihan pasal dakwaan, agar tidak 

terjadi lagi dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan hak konstitusional 

warga negara karena pemakaian pasal dengan definisi yang kurang tepat dan 

mengandung frasa yang multitafsir. 

3. Kepada seluruh civitas akademi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, hendaknya pro-aktif dalam mengawal dan memantau terhadap 

setiap perumusan perundang-undangan dan pelaksanaan kebijakan oleh 

pemerintah agar sesuai dengan tujuan dan cita-cita luhur terbentuknya Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, serta dengan sigap mengajukan judicial review 

jika melihat ada undang-undang atau peraturan yang dinilai berpotensi 

melanggar hak asasi manusia dan atau hak konstitusional warga negara 

Indonesia. 

  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

94 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Artikel Jurnal dan Jurnal Elektronik 

Info Singkat Vol. VII, No. 24/II/P3DI. Desember. 2015 

Evelina,  Lidia, Pentingnya Keterampila Berkomunikasi  dalam Lobi dan Negosiasi, 
Jurnal Komunikolog Vol.1 No.2, September 2004 [online] dalam 
https://komunikologi.esaunggul.ac.id/index.php/KM/article/view/7 

 

Artikel Online 

MKRI, Ahli: Frasa “Permufakatan Jahat” Multitafsir , 20 April 2016 [online] 
dalam  https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13063&menu 

 

Buku dan Artikel dalam Buku 

Al Indunisi,  Ahmad  Nahrawi Abdussalam, 2008. Ensiklopedi  Imam  Syafi’i. Jakarta: 
PT Mizan Publika.  

Alatas, Husein, 1993. The Sociology of Corruption. Singapore: Times Indonesia. 

Buraey (al), Muhammad A., 1986. Islam Landasan Alternatif Administratif. Jakarta: 
Rajawali.  

Asir, Ibn, 1965. al-Kamil fi al-Tarikh, Jilid II. Beirut: Dar al-Sadr. 

Asshiddiqie, Jimly, 2010. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar 
Grafika. 

bin Faris bin Zakariyya, Abu Husayn Ahmad, 1972, Mu’jam Maqayis al-Lughah, Juz 
III. Mesir: Mustafa Al-Bab al-Halabi. 

Bungin, Burhan, 2013. Sosiologi Komunikasi. Jakarta: Kencana. 

Cruz, Peter D., 1999. Comparative Law in Changing World. London: Cavendish 
Publishing. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

95 
 

D., Handoko, 2017.  Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia. 
Hawa dan AHWA. 

Dahlan, Abdul Azis [et al], 1996. Ensiklopedi hukum Islam/editor, Cet. 1. Jakarta : 
Ichtiar Baru van Hoeva. 

Dahlan, Abdul Aziz, 1995. Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid IV. Jakarta: Ichtiar Baru 
van Hoeve. 

Dillard, James Price, dan Linda J. Marshall, 2003. “Persiasion as a Social Skills”, 
dalam Handbook of Communication and Social Interaction Skills, ed. John O. 
Greene & Brant T. Burleson. London: Lawrence Erlbaum Associate. 

Dimasyqi (al), Ismail bin Umar bin Katsir, 1999. Tafsir Alquran al-Karim. T.tp.: Dar 
Thibah. 

Djazuli, A., 2004. Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu 
Syari’ah. Jakarta: Prenamedia Group.  

Ekatjahjana, Widodo, 2010. Buku Ajar: Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: 
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, bekerjasama dengan Asosiasi 
Pengajar Hukum Acara MK. 

Haikal, Muhammad Husain, 1974. Hayat Muhammad. Kairo: Matba’ah Misr. 

Hall, Jerome, 1958. Studies in Jurisprudence and Criminal Theory. New York: 
Oceana Publications, Inc. 

Hamzah, Andi, 2008. Terminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 

Hanafi, Muhammad, 2013. Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia, 
Jurnal Cita Hukum, Vol.I no.2. 

Hiariej, Eddy O.S., 2016. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma 
Pustaka. 

Iqbal, Muhammad, 2014. Fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam. 
Jakarta : Prenamedia Group. 

Jindan, Khalid Ibrahim, 1999. Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah 
Tentang Pemerintahan Islam. Surabaya: Risalah Gusti.  

Kansil, Christine S.T., 2011. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: 
Penerbit Rineka Cipta. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

96 
 

Kerr, Malcolm H., 1966. Islamic Reform: The Political and Legal Theories of 
Muhammad Abduh and Rashid Ridhal. LA: University of California Press. 

Khallâf , ‘Abd al-Wahhâb, 1977. al-Siyasah al-Syar’iyyah aw Nizhâm al-Dawlah al-
Islamiyyah fi Syu’ûn al-Dusțûriyyah wa al-Khârijiyyah wa al-Mâliyyah –
Islam. al-Qâhirah: Dâr al-Anshâr. 

Maarif, Ahmad Syafii, 1995. Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarata: Mizan. 

Madjid, Nurcholish,  1995. Islam Agama Kemanusiaan Membangun Tradisi dan Visi 
baru Islam Indonesia. Jakarta: Paramadina. 

Mahfudz, Sahal, 2007. Fiqih Sosial antara Konsep dan Implementasi. Surabaya: 
Khalista.  

Manan, Abdul, 2016. Politik Hukum: Studi Perbandingan dalam Praktik 
Ketetatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat. Jakarta: Prenadamedia. 

Marzuki, Peter, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.  

Mundziri (al), Imam, 2007. Ringkasan Shahih Muslim, terj. Achmad Zaidun. Jakarta: 
Pustaka Amani. 

Muslich , Ahmad Wardi, 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika. 

Mustafa, Ibrahim et.al., t.th . al-Mu’jam al-Wasith. T.tp.: Dar al-Da’wah. 

Nasution, Harun, 1995. Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran. Jakarta: Mizan. 

Nawawi (al), 1924. Syarah Shahih Muslim, Juz 12. Mesir: Al Matba’ah al Misriyah 
wa Maktabatuha. 

Pulungan, Suyuthi, 1994. Fiqh Siyasah. Jakarta : RajaGrafindo. 

Purwanto, Djoko, 2006. Komunikasi Bisnis. Jakarta: Erlangga. 

Qal’anaji, Muhammad Rawwas Hamid Shadiq Qunaibi, 1988. Mu’jam Lughah al-
Fuqaha’. Beirut: Dar al-Nafaais. 

Qutub, Sayyid, t.th . Tafsir Fi Zilal Al-Qur’an, Juz IV. Beirut: Dar al-Ma’rifah. 

R., Ridwan H., 2010. Fiqih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan. Jakarta; Raja 
Grafindo Persada. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

97 
 

R., Saleh, 1982. Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, 
Jakarta. 

Roloff,  Michael E., et.al., 2003. “Negotiation Skills”, dalam Handbook of 
Communication and Social Interaction Skills, ed. John O. Greene & Brant T. 
Burleson, (London: Lawrence Erlbaum Associate. 

Roy, S.L., 1991. Diplomasi. Jakarta: CV. Rajawali. 

Shihab, M. Quraish, 1996. Wawasan Al-Qur’an Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan 
Umat. Bandung: Mizan. 

______________, 2000. Tafsir al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an, 
Vol. II. Cet. I; Jakarta: Penerbit Lentera Hati 

________________, 2002. Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-
Qur’an. Vol 15. Jakarta: Lentera Hati. 

Sukardja, Ahmad, 2012. Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945. 
Jakarta: Sinar Grafika.  

______________, 2015. Aspek Hukum Tata Negara dalam Fikih Siyasah, dalam 
buku Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam. 
Jakarta: Prenadamedia Grup. 

Sunaryo, Sidik, 2005. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press. 

Sutiyono, Bambang, 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 
Bandung, PT Citra Aditya Bakti. 

Tabari (al), 1979. Tarikh al-Umam wa al-Mulk, Jilid II. Mesir: Dar al-Fikr. 

Taj, ‘Abd Raḥman, 1953. al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islâmȋ, al-Mishr: 
Mathba’ah Dâr al-Ta’lȋf. 

Teguh, Harrys Pratama, 2019. Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: 
Pustaka Referensi. 

Tim KRHN, 2003. Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi. Jakarta: 
KRHN dan Kemitraan. 

Wirosardjo, Soetjipto, 1995. Dialog dengan Kekuasan. Bandung: Mizan. 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

98 
 

 

Dokumen Resmi Pemerintah 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016. Jakarta: Sekretariat 
Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, 2009. Jakarta: DPR RI 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

 

Publikasi Resmi Lembaga Pemerintah 

Departemen Agama RI, 2007. Al-Qur’an Terjemah Perkata. Bandung: PT Syamil 
Cipta Media 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
Jakarta: Balai Pustaka 

 

Situs Resmi Online 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mufakat 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bermufakat  

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam  
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemufakatan  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

99 
 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring. [online] dalam 
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/negosiasi  

Lain-Lain 

Hutama, Bintang Aulia, 2018. Perlindungan Hukum Pemegang Jaminan Kebendaan 
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013, Tesis 
Magister. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Sulistyowati, 2019. Analisis Fiqih Siyasah Dusturiyah tentang Batas Usia Perempuan 
dalam Perkawinan berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 ditinjau dari Pasal 27 
ayat (1) UUD 1945 Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017. Tesis 
Magister. Surabaya: Hukum Tata Negara, Pascasarjana UIN Sunan Ampel. 

Syihabuddin, 2008. Konsep Negara Dan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Islam 
Dan Konstitusi Modern, Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif 
Hidatullah Jakarta 

Ibn Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari fi Syarh S}ah}ih Bukhari, dalam CD al-Maktabah 
al-Syamilah 

 

 




